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MOTTO 
 َِدئََلَقْلا َلََو ٌَ ْدَهْلا َلََو َماَسَحْلا َسْه َّشلا َلََو ِ َّاللَّ َِسئاَعَش اىُّلُِحت َلَ اُىٌَهآ َييِرَّلا اَهَُّيأ َاي
 ۚ اوُدَاطْصَاف ُْنتَْللَح اَِذإَو ۚ ااًاَىْضِزَو ْنِهِّبَز ْيِه الََْضف َىىَُغتَْبي َماَسَحْلا َتَْيبْلا َيي ِّهآ َلََو
 ًَلَع اُىًَواََعتَو ۘ اوَُدتَْعت َْىأ ِماَسَحْلا ِدِجْسَوْلا ِيَع ْنُكو ُّدَص َْىأ ٍمَْىق ُىَآٌَش ْنُكٌََّهِسَْجي َلََو
 ِاَاقِعْلا ُديِدَش َ َّاللَّ َِّىإ  ۖ َ َّاللَّ اُىقَّتاَو ۚ ِىاَوْدُعْلاَو ِن ْ ِْاا ًَلَع اُىًَواََعت َلََو  ۖ ىٰيَىْقَّتلاَو ِِّسبْلا 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan 
jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) 
binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) 
mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari 
kurnia dan keredhaan dari Tuhannya  dan apabila kamu telah menyelesaikan 
ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) 
kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 
Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada 
Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 
(Al- Maidah:2) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman trasliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta  tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berikut :   
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s\a S| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح H}a H} Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
x 
 
ذ Z|al Z| Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Z|ai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص S}ad S} Es (dengan titik di bawah) 
ض D}ad D} De (dengan titik di bawah) 
ط T}a T} Te (dengan titik di bawah) 
ظ Z}a Z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘Ain ...‘..... Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
xi 
 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...' ... Apostrop 
ى Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal  bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab  yang lambangnya berupa tanda  atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut :  
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
xii 
 
Vokal  rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka trasliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda dan Huruf Nama 
Gabungan 
Huruf 
Nama 
ى ……أ Fathah dan 
ya 
Ai a dan i 
و ...... أ Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
    
 Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Haula 
 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang  yang lambangya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama 
Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي …….أ  Fathah dan 
alifatau ya 
a> a dan garis di atas 
ي …… أ Kasrah dan 
ya 
i> i  dan garis di atas 
و  ……. أ Dammah 
dan wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh : 
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No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah trasliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/  serta bacaan kedua kata itu terpisah  
maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan  dengan /h/. 
 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-at}fa>l/ raud}atul 
atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid  yang dalam sistem tulisan Arab  dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu  tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.  
xiv 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2, لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang  
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu  لا . 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah.  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf  Syamsiyyah  ditrasliterasikan  
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/  diganti dengan huruf yang sama   
dengan huruf yang langsung mengikuti  kata sandang itu.  Sedangkan kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah  ditrasliterasikan sesuai dengan 
aturan  yang digariskan di depan  dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti 
dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah,  kata sandang ditulis  dari kata 
yang mengikuti  dan dihubungkan dengan kata sambung.  
 
 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
xv 
 
akhir  kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena  
dalam tulisan Arab berupa huruf alif.  Perhatikan contoh-contoh berikut ini:  
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت ta'khuzuna 
3. ؤنلا An-Nau'u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab  tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu  digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat.  Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka  
yang ditulis dengan huruf kapital adalah  nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya.  
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya  memang lengkap demikian  dan kalau penulisan tersebut  
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf  atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan.  
 
 
 
Contoh :  
No. Kalimat Arab Transliterasi 
1. لوسر لاإ دحمم امو Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
2. ينلماعلا بر لله دملحا Al-hamdu lillhi rabbil 'a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
xvi 
 
Pada dasarnya setiap kata  baik fi’il, isim  maupun huruf  ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tetentu  yang penulisannya dengan huruf Arab  yang 
sudah lazim dirangkaikan  dengan kata lain karena ada huruf atau harakat  yang 
dihilangkan  maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya  bisa 
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
dirangkaikan.  
Contoh:  
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
1 ينقزارلايرخ وله للها نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqi>n/ Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n 
 
2 نازيلماو ليكلا اوفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
Siti Nur Khasanah, NIM: 142.111.079, “Penerapan Fatwa 
Dewan Syaria’ah Nasional No: 53/DSN–MUI/III/2006 Tentang Akad 
Tabarru’ Pada Asuransi Syariah Dan Reasuransi Syariah Dalam 
Praktik Pengelolaan Dana Tabaru’ Di PT. Sun Life Financial Syariah 
Cabang Kartasura”. 
 
Dana tabarru’ merupakan satu karakter utama yang harus dimiliki 
oleh asuransi syariah. Sehingga dalam penelitian ini penulis membahas 
mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan dana tabarru’ yang 
diterapkan di PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Kartasura, apakah 
pelaksanaan dana tabarru’ pada PT. Sun Life Financial Syariah Cabang 
Kartasura sudah sesuai dengan Fatwa No: 53/DSN-MUI/III/2006. 
 
Penulis menyusun penelitian ini dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan metode analisis deskriptif, sedangkan dalam 
pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, dan 
dokumentasi. Hasil penelitian yang didapat, menunjukkan bahwa dana 
tabarru’ diperoleh dari uang peserta yang disetorkan perbulan atau bisa 
disebut dengan premi. dana tabarru’ diinvestasikan ke seKtor lain dan 
akan memperoleh bagi hasil anatara peserta dan nasabah, dana tabarru’ 
yang dikumpulkan digunakan untuk membayar klaim atas musibah yang 
ditimpa oleh peserta. Dana tabarru’ hanya diberikan untuk para peserta 
asuransi syariah tersebut. 
 
Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa PT. Asuransi Sun 
Life Financial Syariah Cabang Kartasura  mulai dari akad yang ditentukan, 
kedudukan para pihak peserta dalam akad tabarru’, pengelolaan yang 
dilakukan, surplus underwriting, deficit underwriting sesuai dengan 
konsep syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam 
Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006. 
 
 
 
Kata Kunci: Pengelolaan Dana Tabarru’, Asuransi Syariah, Akad 
Tabarru’, Fatwa DSN NO: 53/DSN-MUI/III/2006. 
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ABSTRACT 
Siti Nur Khasanah, NIM: 142.111.079, “Aplication Fatwa Dewan 
Syaria’ah Nasional No: 53/DSN–MUI/III/2006 About Akad Tabarru’ 
On Takaful Insurance Dan Reinsurance Takaful In Management 
Practice Akad Tabaru’ Di PT. Sun Life Financial Syariah Cabang 
Kartasura” 
Funding tabarru’ is one main character that must be owned bya 
sharia Insurance. In this research, the writer dicuss about how the 
mechanism of tabarru’ fund management which applied in the PT. Sun 
Life Financial Syariah Branches Kartasura, what is implementation of 
tabarru’ fund in the PT. Sun Life Financial Syariag Branches Kartasura is 
according with Fatwa No: 53/DSN-MUI/III/20006.   
 
The writers compiled this research using qualitative approach with 
descriptive analysis methode, while in the data collection using interview 
methode. And the result, tabarru’ funds obtained from the money of 
participants who deposited every month or can be called a premi. Tabarru’ 
funds invested for other sector and will got profit sharing between the 
participants and customers, the collected tabarru’funds are used to pay 
claims for unfortunate disasters. Tabarru’funds are used to participants of 
syariah insurance to. 
 
From this result can known that PT. Asuransi Sun Life Financial 
Syariah branches of  Kartasura start agreement which is determined, the 
position of the participants in the agreement tabarru’, management, surplus 
underwriting, deficit underwriting according with the syariah concept 
which determined by the head of Nasional Syariah in moslem rule No. 
53/DSN-MUI/III/2006. 
 
 
Key words: Tabarru’ Fund Managemnt,Insurance Sharia, Akad Tabarru’.  
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ABSTRAK 
 
Siti Nur Khasanah, NIM: 142.111.079, “Penerapan Fatwa 
Dewan Syaria’ah Nasional No: 53/DSN–MUI/III/2006 Tentang Akad 
Tabarru’ Pada Asuransi Syariah Dan Reasuransi Syariah Dalam 
Praktik Pengelolaan Dana Tabaru’ Di PT. Sun Life Financial Syariah 
Cabang Kartasura”. 
 
Dana tabarru’ merupakan satu karakter utama yang harus dimiliki 
oleh asuransi syariah. Sehingga dalam penelitian ini penulis membahas 
mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan dana tabarru’ yang 
diterapkan di PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Kartasura, apakah 
pelaksanaan dana tabarru’ pada PT. Sun Life Financial Syariah Cabang 
Kartasura sudah sesuai dengan Fatwa No: 53/DSN-MUI/III/2006. 
 
Penulis menyusun penelitian ini dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan metode analisis deskriptif, sedangkan dalam 
pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, dan 
dokumentasi. Hasil penelitian yang didapat, menunjukkan bahwa dana 
tabarru’ diperoleh dari uang peserta yang disetorkan perbulan atau bisa 
disebut dengan premi. dana tabarru’ diinvestasikan ke seKtor lain dan 
akan memperoleh bagi hasil anatara peserta dan nasabah, dana tabarru’ 
yang dikumpulkan digunakan untuk membayar klaim atas musibah yang 
ditimpa oleh peserta. Dana tabarru’ hanya diberikan untuk para peserta 
asuransi syariah tersebut. 
 
Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa PT. Asuransi Sun 
Life Financial Syariah Cabang Kartasura  mulai dari akad yang ditentukan, 
kedudukan para pihak peserta dalam akad tabarru’, pengelolaan yang 
dilakukan, surplus underwriting, deficit underwriting sesuai dengan 
konsep syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam 
Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006. 
 
 
 
Kata Kunci: Pengelolaan Dana Tabarru’, Asuransi Syariah, Akad 
Tabarru’, Fatwa DSN NO: 53/DSN-MUI/III/2006. 
ABSTRACT 
Siti Nur Khasanah, NIM: 142.111.079, “Aplication Fatwa Dewan 
Syaria’ah Nasional No: 53/DSN–MUI/III/2006 About Akad Tabarru’ 
On Takaful Insurance Dan Reinsurance Takaful In Management 
Practice Akad Tabaru’ Di PT. Sun Life Financial Syariah Cabang 
Kartasura” 
Funding tabarru’ is one main character that must be owned bya 
sharia Insurance. In this research, the writer dicuss about how the 
mechanism of tabarru’ fund management which applied in the PT. Sun 
Life Financial Syariah Branches Kartasura, what is implementation of 
tabarru’ fund in the PT. Sun Life Financial Syariag Branches Kartasura is 
according with Fatwa No: 53/DSN-MUI/III/20006.   
 
The writers compiled this research using qualitative approach with 
descriptive analysis methode, while in the data collection using interview 
methode. And the result, tabarru’ funds obtained from the money of 
participants who deposited every month or can be called a premi. Tabarru’ 
funds invested for other sector and will got profit sharing between the 
participants and customers, the collected tabarru’funds are used to pay 
claims for unfortunate disasters. Tabarru’funds are used to participants of 
syariah insurance to. 
 
From this result can known that PT. Asuransi Sun Life Financial 
Syariah branches of  Kartasura start agreement which is determined, the 
position of the participants in the agreement tabarru’, management, surplus 
underwriting, deficit underwriting according with the syariah concept 
which determined by the head of Nasional Syariah in moslem rule No. 
53/DSN-MUI/III/2006. 
 
 
Key words: Tabarru’ Fund Managemnt,Insurance Sharia, Akad Tabarru’.  
  
 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
  
A. Latar Belakang 
Perkembangan asuransi dalam sejarah Islam sudah lama terjadi. 
Istilah yang digunakan tentunya berbeda-beda, tetapi masing-masing 
mempunyai kesamaan, yaitu adanya pertanggungan oleh sekelompok 
orang untuk menolong orang lain yang berada dalam kesulitan. Dalam 
ajaran Islam, asuransi sebenarnya sudah dipraktikkan sejak zaman 
Rasulullah saw seperti halnya membuat ketentuan mengenai penyelamatan 
jiwa para tahanan yang tertahan dengan alasan perang, sehingga harus 
membayar tebusan untuk membebaskannya. Konstitusi tersebut dapat 
dikatakan sebagai bentuk asuransi pada jaman Rasulullah saw.1  
Asuransi sebagai satu lembaga keuangan yang bergerak dalam 
bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern. Menurut 
Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang 
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan 
yaitu: 
 Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan pihak penanggung 
mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi 
untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, 
kerusakan atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau 
hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.2 
                                                          
1 Wirdyaningsih, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana 
Prenada Media, 2005), hlm. 179. 
 
2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. 
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Dasar yang menjadi semangat asuransi modern ialah berorientasi 
pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan 
modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu, bahkan tidak 
mempunyai akar untuk membangun ekonomi pada tataran yang 
komprehensif. Sedangkan asuransi yang berdasarkan syariah, banyak 
bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi atau profit oriented. Hal ini 
disebabkan adanya aspek tolong-menolong yang menjadi dasar utama. 3  
Dalam era modern ini banyak lembaga yang berdiri dengan 
menggunakan label keislaman yaitu mencantumkan kata syariah. Tidak 
hanya lembaga keuangan bank yang menggunakan kata syariah, akan 
tetapi lembaga keuangan non bank juga banyak yang menggunakan kata 
syariah, seperti halnya perusahaan asuransi. Dalam Bahasa Arab, Asuransi 
disebut At-ta’min yang berasal dari kata amana yang memiliki arti 
memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, 
sebagaimana firman dari Allah SWT: ‘Dialah Allah yang mengamankan 
mereka dari ketakutan.4 
Asuransi itu sendiri ialah perjanjian antara dua pihak atau lebih, 
dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan 
menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada 
tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang 
                                                          
3 Kuat Ismanto, Asuransi Perspektif Maqosid Asy-Syari’ah, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2016), hlm. 98. 
 
4 Ibid. 
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diharapkan.5 Sedangkan asuransi syariah adalah asuransi berdasarkan 
prinsip syariah dengan usaha tolong menolong (ta’a>wuni) dan saling 
melindungi (taka>fuli) diantara para peserta melalui pembentukan 
kumpulan dana (dana tabarru’) yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah 
untuk menghadapi resiko tertentu.6 
Dalam asuransi syariah harus terdapat akad yang melekat 
didalamnya yaitu akad tabarru’ yang artinya pemberian sukarela kepada 
orang lain, tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya 
kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Jumhur 
ulama mendefinikan tabarru’ dengan akad yang mengakibatkan pemilikan 
harta, tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup 
kepada orang lain secara sukarela. Niat tabarru’ (dana kebajikan) dalam 
akad asuransi syariah adalah alternatif yang sah dibenarkan oleh syara’ 
dalam melepaskan diri dari praktik gharar yang diharamkan Allah.7 
Dalam ketentuan akadnya dilakukan dalam bentuk hibah dalam 
tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan 
komersial. Kedudukan para pihak dalam akad tabarru’ yaitu peserta yang 
memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta 
atau peserta lain yang tertimpa musibah. Sehingga peserta yang tertimpa 
                                                          
5 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General), (Jakarta: Gema 
Insani, 2004), hlm. 26. 
 
6 Warkum, Sumitro. 2004. “Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga- lembaga 
Terkait”,( Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 57. 
 
7 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General),hlm. 35. 
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musibah akan mendapatkan dana tabarru’. Bagi perusahaan asuransi 
bertindak sebagai pengelola dana hibah tersebut atas dasar akad Waka>lah 
dari peserta selain pengelolaan investasi. Hasil dari investasi akan 
diberikan kepada peserta dalam bentuk pembukuan akun tabarru’. 
Sedangkan perusahaan akan memperoleh bagi hasil berdasarkan akad 
Mud}a>rabah atau akad Mud}a>rabah Musya>rakah, atau memperoleh ujrah 
berdasarkan akad Waka>lah bil Ujrah.8 
Berdirinya suatu lembaga asuransi syariah juga terdapat suatu 
lembaga yang mengawasinya, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Dewan 
Pengawas Syariah merupakan lembaga independen yang anggotanya 
terdiri dari ahli fiqh dan keuangan Islam. Dewan Pengawas Syariah 
merupakan lembaga yang berkewajiban untuk mengarahkan, mereview, 
dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa 
mereka memenuhi aturan dan prinsip syariat Islam.9  
Di Indonesia juga terdapat banyak perusahaan asuransi yang berdiri, 
salah satunya ialah Sun Life Financial Syariah, yang menyediakan produk 
asuransi dan perencanaan keuangan sesuai dengan prinsip syariah untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Sun Life Financial Syariah 
ini terdapat beberapa produk yang ditanganinya berupa: kesehatan, 
pendidikan, investasi, dana hari tua, dana ibadah Haji/Umrah.10 
                                                          
8  Kuat Ismanto, Asuransi Syari’ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam, hlm. 273. 
9 Masliana, Peran Dewan Pegawas Syariah(DPS)dalam Pengawasan Pelaksanaan 
Kontrak di Bank BRI Syariah, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum), hlm. 15.  
 
10 Sun Life Financial Syariah, Get Get Go Agency Syariah Distribution, hlm. 4.  
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Penulis memilih perusahaan tersebut dikarenakan, awalnya ialah 
perusahaan konvensional yang kemudian mendirikan cabang dengan 
mengatasnamakan syariah. Penulis tertarik untuk meneliti apakah 
perusahaan tersebut benar-benar menjalankan produk-produknya  sesuai 
dengan konsep syariah atau perusahaan tersebut hanya menggunakan kata 
syariah sebagai divisi untuk persaingan pasar. Dana tabarru’ menjadi 
bahasan utama dikarenakan dana tabarru’ merupakan dana hibah yang 
diberikan kepada orang yang tertimpa musibah. Sehingga dalam asuransi 
syariah harus dilihat betul menegnai pemberian dana tabarru’ terhadap 
peserta asuransi tersebut supaya sesuai dengan fatwa yang telah dibuat 
oleh Dewan Syariah Nasional. 
Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa Nomor 53/DSN-
MUI/III/2006 tentang akad tabarru’ pada asuransi syariah dan reasuransi 
syariah yang dapat dijadikan sebagai ukuran apakah sebuah perusahaan 
asuransi sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Oleh karena sebab itu 
diperlukan penelitian penerapan fatwa tersebut di Perusahaan asuransi 
syariah. 
Berangkat dari latar belakang masalah dan penjelasan diatas, penulis 
mencoba mengangkat permasalahan yang nampak perlu diperhatikan 
dalam asuransi syariah, sehingga muncul judul yang diangkat berupa 
“Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 53/DSN–
MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah dan 
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Reasuransi Syariah Dalam Praktik Pengelolaan Dana Tabarru’ Di PT. 
Sun Life Financial Syariah Kartasura”. 
B. Rumusan Masalah 
Dari beberapa uraian yang telah tertulis dalam latar belakang 
masalah diatas mengerucutkan beberapa masalah yang dapat diambil 
sebagai rumusan masalah untuk dilakukan penelitian, yaitu: 
1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana tabarru’ pada produk asuransi 
syariah dan reasuransi syariah yang ada di PT. Sun Life Financial 
Syariah yang berkaitan dengan dana investasi tabarru’? 
2. Bagaimana penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-
MUI/III/2006 terhadap pengelolaan dana tabarru’ pada produk asuransi 
syariah dan reasuransi syariah di PT. Sun Life Financial Syariah 
Kartasura?  
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana tabarru’ terhadap 
produk-produk yang ada dalam asuransi syariah di PT. Sun Life 
Financial Syariah Kartasura.  
2. Untuk menjelaskan penerapan fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 
terhadap pengelolaan dana tabarru’ di lembaga PT. Sun Life 
Financifal Syariah di Kartasura. 
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D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat teoritis yaitu untuk mengembangkan keilmuan dibidang 
hukum Islam, khususnya mengenai asuransi syariah yang ada di PT. 
Sun Life Financial Syariah Kartasura. 
2. Manfaat praktis sebagai masukan bagi lembaga yang diteliti maupun 
DSN-MUI. 
E. Kerangka Teori 
1. Asuransi syariah dan reasuransi syariah 
Secara umum, asuransi merupakan suatu perjanjian antara 
penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta 
asuransi) dengan menerima premi dari tertanggung, penanggung 
berjanji akan membayar sejumlah pertanggungan manakala tertanggung 
mengalami kerugian, kerusakan atau kehilangan atas barang yang 
diasuransikan karena peristiwa tidak pasti dan tanpa sengaja, dan juga 
didasarkan atas mati atau hidupnya seseorang. Asuransi  merupakan 
salah satu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya untuk mengurangi risiko 
dengan jalan memindah kan dan mengombinasikan ketidakpastian akan 
adanya kerugian keuangan.11  
Menurut sudut pandang bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan 
yang usaha utamanya menerima atau menjual jasa, pemindahan risiko 
                                                          
11 Andri Soemitra, Bank  dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2009), hlm. 244. 
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dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagai risiko 
diantara sejumlah nasabahnya. Dari sudut pandang sosial asuransi 
sebagai sebuah organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan 
mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian 
yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota asuransi tersebut.12 
Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, 
menyatakan bahwa asuransi pada Pasal 1 angka 1 yaitu: 
 perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak 
penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima 
premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung 
karena kerugian, kerusakan atau untuk memberikan suatu pembayaran 
yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang 
dipertanggungkan.13 
Sedangkan, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
dalam fatwanya No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum 
Asuransi Syariah, mendefinisikan asuransi Syariah (Ta’min, Taka >ful) 
adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah 
orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru’ 
yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu 
melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.14 
 
 
                                                          
12 Ibid.  
13  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. 
 
14 Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2005,) hlm. 178. 
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Prinsip asuransi syariah berbeda dengan prinsip asuransi 
konvensinal. Perbedaannya meliputi: 
a. Asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
sedangkan asuransi konvensional tidak memilikinya. 
b. Akad pada asuransi syariah adalah akad tabarru’ (hibah) yang 
dilakukan atas dasar tolong-menolong (ta’a>wun). Sedangkan 
asuransi konvensional akad yang digunakan seperti jual-beli 
(t}abadduli). 
c. Investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil 
(Mud}a>rabah), bersih dari gharar, maysi>r, dan riba. Bagi hasil akan 
diberikan kepada diberikan kepada peserta sejumlah 70% dan untuk 
perusahaan sebesar 30%. Sedangkan pada asuransi konvensional 
memakai bunga atau riba sebagai landasan perlindungan 
investasinya.15 
Prinsip-prinsip dalam asuransi syariah harus berdasarkan 
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Islam. Tiga prinsip utama 
asuransi syariah yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi Islam 
adalah sebagai berikut:16 
a. Saling bertanggung jawab 
Pihak tertanggung maupun penanggung masing-masing memiliki 
tanggung jawab yang harus dipenuhi. Tertanggung harus membayar 
                                                          
15 Andri Soemitro, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, hlm. 266.  
16 Wirdyaningsih, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana 
Prenada Media, 2000),  hlm. 182. 
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iuran sesuai kontrak dan penanggung juga harus bertanggung jawab 
memenuhi perjanjian sesuai kontrak asuransi yang mereka 
tawarkan.17 
b. Saling bekerjasama atau saling membantu 
Dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 yang disebutkan bahwa: 
 َيْدَهْلا َلََو َماَرَحْلا َرْهَّشلا َلََو ِ َّاللَّ َِرئاَعَش اوُّلُِحت َلَ اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي
  ۚااناَوْضِرَو ْمِِه بَر ْنِم الَْضَف َنُوَغتْبَي َماَرَحْلا َتْيَبْلا َني ِ مآ َلََو َدِئَلََقْلا َلََو
 َاذِإَو ِنَع ْمُكوُّدَص َْنأ ٍمَْوق ُنآَنَش ْمُكَّنَمِرْجَي َلََو  ۚاُوداَطْصاَف ُْمتْلَلَح
 اُونَواََعت َلََو ۖ ٰىَوْقَّتلاَو ِ ِربْلا ىَلَع اُونَواََعتَو ۘ اُوَدتَْعت َْنأ ِماَرَحْلا ِدِجْسَمْلا
 َ َّاللَّ َّنِإ  َۖ َّاللَّ اُوقَّتاَو ۚ ِناَوُْدعْلاَو ِمْث ِْلْا َىلَع ِباَقِعْلا ُديِدَش                     
                                                                           
    Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-
syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, 
jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-
binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang 
yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan 
keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan 
ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali 
kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-
halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya 
(kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam 
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong 
dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS Al-
Maidah ayat 2) .18 
 
                                                          
17 Ibid.  
18 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Jakarta: Depertemen Agama 
RI, 2009),hlm. 349. 
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Dengan ayat ini, Allah menghendaki dalam hidup bermasyarakat, 
hendaknya selalu melakukan kerja sama yang baik dan tolong 
menolong dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Tolong-
menolong dan kerja sama ini tidak boleh dilakukan kepada hal-hal 
yang dapat mendatangkan kemudaratan.19 
c. Saling melindungi peserta satu dengan peserta lainnya 
     Para peserta asuransi akan berperan sebagai pelindung bagi 
orang lain yang mengalami kesulitan. Ketentuan-ketentuan dalam 
Islam yang berkaitan dengan asuransi adalah tidak boleh 
mengandung unsur gharar (penipuan), maysi>r (perjudian), dan riba. 
Gharar pada asuransi konvensional tertelak pada akadnya, yaitu 
akad tabaduli’ atau akad pertukaran. Syarat dari akad t}abaduli’ harus 
jelas, besar pembayaran premi yang harus dibayar peserta dan besar 
uang pertanggungan yang akan diterima peserta. Hal ini menjadi 
tidak jelas karena kita tidak dapat menentukan jumlah premi yang 
akan dibayarkan secara tepat. Solusi yang dilakukan dalam 
menghindari sifat gharar ini adalah dengan mengganti akad t}abaduli’ 
dengan akad taka>fuli atau akad tabarru’. Dengan konsep ini sejak 
awal pembayaran premi akan dibagi dua dan masing-masing akan 
dimasukkan dalam dua rekening, yaitu rekening peserta (pemegang 
polis) dan rekening tabarru’.20 Pada rekening tabarru’ peserta telah 
                                                          
19  Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah jilid 1, (Jakarta: Lentera hati), hlm.9. 
20  Ibid., hlm. 182. 
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mengetahui sejak awal bahwa rekening tersebut diniatkan sebagai 
dana kebajikan atau dana tolong menolong.21 
Reasuransi syariah (reta>keful) adalah suatu proses saling 
menanggung antara pemberi (tertanggung) dengan penanggung 
dengan proses suka sama suka dari beragai resiko dan persyaratan 
yang ditetapkan dalam akad yang dikenal dengan nama konsep 
sharing of risk. 22 
 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 menyebutkan bahwa 
reasuransi syariah adalah: 
 Usaha pengelolaan resiko berdasarkan prinsip syariah atas 
resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan 
penjaminan syariah. 23 
  
2. Dana Tabarru’  
Tabarru’ berasal dari kata tabarru’a-yatabarru’an, artinya 
sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi 
sumbangan disebut mutabarri “dermawan”. Menurut Jumhur Ulama 
tabarru’ ialah melakukan suatu kebaikan tanpa persyaratan. Tabarru’ 
dalam fiqhiyah masuk kedalam kategori akad hibah.24 Definisi akad 
tabarru’ pada asuransi syariah dan reasuransi syariah menurut Dewan 
                                                          
21 Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2005), hlm. 179. 
 
22 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan 
Peradilan Agama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 278. 
 
23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. 
 24 Novi Puspitasari, “Model Proporsi Tabarru’ Dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi 
Umum Syariah Indonesia”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 9 No. 1, Juni 
2012, hlm. 46. 
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Syarian Nasional Majelis Ulama Indonesa (DSN MUI) yang tertuang 
dalam Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 adalah semua bentuk akad 
yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong 
menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Dalam akad 
tabarru’ sekurang-kurangnya menyebutkan sebagai berikut:  
a. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu. 
b. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun 
tabarru’ selaku peserta dalam arti badan/kelompok. 
c. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim. 
d. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang 
diakadkan. 25 
Tabarru’ merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang 
lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindah kepemilikan harta 
itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Sehingga yang dimaksud 
dengan dana tabarru’ ialah biaya sukarela yang diberikan kepada orang 
lain tanpa adanya ganti rugi dan akan berpindah kepemilikannya.26 
Implementasi akad tabarru’ dalam sistem asuransi syariah 
direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi 
tabungan. Untuk produk yang mengandung unsur tabungan, maka 
premi yang dibayarkan akan dibagi ke dalam rekening dana peserta dan 
satu-satunya rekening tabarru’. Sedangkan produk yang tidak 
                                                          
 25 Novi Puspitasari, “Model Proporsi Tabarru’ Dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi 
Umum Syariah Indonesia”, Vol. 9 No. 1, Juni 2012, hlm. 46.  
 
26 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General), hlm. 36. 
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mengandung unsur tabungan setiap premi yang dibayar akan 
dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening tabarru’.27  
3. Fatwa DSN NO: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru’ 
Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah 
Akad tabarru’ merupakan akad yang harus melekat pada semua 
produk asuransi syariah. Sedangkan akad tabarru’ pada asuransi adalah 
semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. Dan 
asuransi syariah yang dimaksud dalam hal ini adalah asuransi jiwa, 
asuransi kerugian dan reasuransi. Dalam ketentuan akad yang dimaksud 
dengan akad tabarru’ dalam asuransi adalah akad yang dilakukan 
dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong 
antarpeserta, bukan untuk tujuan komersial.28  
Dalam akad tabarru’ peserta memberikan dana hibah akan 
digunakan untuk menolong peserta atau peserta yang tertimpa musibah. 
Peserta yang menerima dana tabarru’ sedangkan perusahaan sebagai 
pengelola dana hibah atas dasar akad waka>lah dari para peserta selain 
pengelolaan investasi. Dalam pengelolaannya pembukuan dana 
tabarru’ harus terpisah dari dana lainnya karena hasil investasi dari 
dana tabarru’ menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun 
tabarru’. Dari hasil investasi perusahaan asuransi dapat memperoleh 
bagi hasil berdasarkan akad Mu{da>rabah atau akad Mu{da>rabah 
                                                          
   27 Kuat Ismanto, Asuransi Syari’ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam, hlm. 69. 
28 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 53/DSN-MUI/III/2006. 
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Musya>rakah, atau memperoleh ujrah berdasarkan Akad Waka>lah bil 
Ujrah.29 
F. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka yang peneliti gunakan adalah berasal dari kegiatan 
literasi untuk menemukan literatur yang membahas atau yang ada 
kaitannya dengan pokok permasalahan yang peneliti gunakan, meliputi: 
Pertama, jurnal dari Husni Fuadi, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam 
Iqra Annisa Pekanbaru yang berjudul “Implementasi Prinsip-Prinsip 
Asuransi Syariah Pada PT. Asuransi Taka>ful Keluarga Pada Kantor 
Cabang Pekanbaru” yang membahas mengenai apakah asuransi syariah 
sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu fatwa Dewan Syariah 
Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, sehingga peneliti mengamati betul 
kesesuaian terhadap fatwa tersebut. Sedangkan penulis akan memfokuskan 
pada praktik pengelolaan dana tabarru’ yang akan disesuaikan dengan 
fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 53/DSN-
MUI/III/2006 yang  dilakukan di PT. Sun Life Financial Syariah 
Kartasura.30 
Kedua, skripsi dari Tasha Chairmiza, Fakultas Hukum Universitas 
Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh yang berjudul “Pelaksanaan Akad 
Tabarru’ Pada PT. Asuransi Takaful Cabang Banda Aceh” yang isinya 
                                                          
29 Ibid. 
30 Husni Fuadi, “Implementasi Prinsip-prinsip Asuransi Syariah Pada PT. Asuransi 
Takaful Keluarga Pada Kantor cabang Pekanbaru”, 2009, Jurnal penelitian STEII 
Pekanbaru.  
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akan menjelaskan pelaksanaan akad tabarru’ asuransi Taka>ful di Banda 
Aceh, perbandingan akad tabarru’ dengan kontrak keuntungan dengan 
kontrak konvensional serta keuntungan dari akad tabarru’. Sedangkan 
penulis ingin memfokuskan pada praktik penerapan yang dilakukan di 
asuransi syariah dan reasuransi syariah dan akan disesuaikan dengan 
Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006. Perbedaan yang terlihat pada keduanya 
ialah perbedaan keuntungan kontrak konvensionalnya, sedangkan penulis 
hanya pada praktik pelaksanaan dan kesesuaian terhadap fatwa.31 
Ketiga, skripsi dari Fitri Ristanti, Fakultas Syariah, Muamalah 
STAIN Surakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa”, PT. Asuransi Taka>ful Keluarga 
Surakarta yang isinya tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi 
jiwa di PT Taka>ful Surakarta dan bagaimana tinjauan hukum Islam 
terhadap pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa di PT Takaful Keluarga 
Surakarta. Sedangkan penulis menjelaskan mengenai praktik pengelolaan 
dana tabarru’ yang dilakukan oleh PT. Asuransi tersebut, jadi 
perbedaannya pada penulis sebelumnya membahas mengenai asuransi 
secara umum dan penulis skripsi yang sekarang hanya menyesuaikan 
praktik akad dengan fatwa yang telah ada.32 
                                                          
31 Tasha Chairmiza, Pelaksanaan Akad Tabarru’ Pada PT. Asuransi Takaful 
Cabang Banda Aceh, Skripsi tidak diterbitkan, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala 
Darussalam, 2014. 
 
32 Fitri Ristanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian 
Asuransi Jiwa di  PT. Asuransi Takaful Keluarga Surakarta”, Skripsi tidak diterbitkan, 
Jurusan Syariah STAIN  Surakarta, 2009.  
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Keempat, tugas akhir dari Pujiono, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam IAIN Surakata yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan Premi, 
hasil Investasi, beban operasional terhadap cadangan Dana Tabarru’ pada 
perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia periode 2011-2014”. Sedangkan 
penulis memfokuskan pada praktik pengelolaan dana tabarru’ dengan 
menghasilkan sebuah analisis praktiknya yang akan dikaitkan dengan 
fatwa yang telah ada, bukan sebuah data perhitungan yang ada di dalam 
perusahaan tersebut.33 
Dari penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa di atas maka penulis 
mengembangkan analisis tersebut untuk mengkaji objek baru yaitu praktik 
penerapan dana tabarru’ yang dilakukan oleh PT. Sun Life Financial 
Syariah Cabang Kartasura. Penulis ingin mengetahui betul praktik yang 
dilakukan oleh PT tresebut apakah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan 
Syariah Nasional yang telah ada yaitu Fatwa DSN Nomor 53/DSN-
MUI/III/2006.  
G. Metodelogi Penelitian 
Setiap penulisan ilmiah agar dapat mencapai hasil yang baik dan 
sistematis, maka harus menggunakan metode penelitian. Adapun metode 
penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini meliputi:  
 
 
                                                          
33 Pujiono, “Analisis Pengaruh Pendapatan Premi, hasil investasi, beban 
operasional terhadap cadangan dana tabarru’ pada perusahaan asuransi syariah di 
Indonesia periode 2011-2014”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah, STAIN 
Surakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016.  
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1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 
yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 
menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian 
sesuai dengan fakta yang ada.34 
Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 
adalah pendekatan kualitatif yangmana untuk memahami fenomena 
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 
persepsi, motivasi, tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-
kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan 
memanfaatkan berbagai metode ilmiah.35  
2. Sumber Data 
Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
lapangan melalui temuan di lapangan. Adapun informan yang 
dijadikan nara sumber adalah Direktur, Senior Agency Direktur dan 
Nasabah. 
  
                                                          
34 Hadari Nawawi, Metode Penelitian di Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, 2015), hlm. 63. 
 
35 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2011), hlm. 6. 
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b. Sumber data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, 
meliputi: buku-buku, fatwa, artikel, jurnal, peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti serta data 
dokumen yang ada di PT. Sun Life Financial Syariah Cabang 
Kartasura. 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
a. Lokasi penelitian 
PT. Asuransi Sun Life Financial Syariah Cabang Kartasura. 
b. Waktu penelitian 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu dengan Director, 
Senior Agency Direktor dan Nasabah yang terlibat dalam PT. Sun 
Life Financial Syariah Kartasura yang berkaitan dengan objek yang 
akan diteliti.  
b. Observasi 
Observasi adalah untuk mengetahui secara langsung dengan terjun 
ke lapangan menjadi seorang agen dalam asuransi Sun Life Financial 
Syariah Cabang Kartasura. 
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c. Studi Pustaka 
Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekuder dengan cara 
membaca, menelaah, dan mengutip dari buku-buku maupun literatur 
yang berkaitan dengan objek penelitian. 
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan ini tersusun menjadi 5 (lima) bab, dimana 
tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub yang dimaksudkan untuk 
memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi penulisan hukum 
ini. Sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:  
Bab I pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, 
metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab II gambaran umum asuransi. Di dalamnya diuraikan tentang 
pengertian asuransi syariah, akad tabarru’, dasar hukum, rukun dan 
syarat, macam-macam asuransi syariah dan reasuransi syariah serta 
pendapat para ulama tentang asuransi syariah. 
Bab III menjelaskan tentang Profil PT Asuransi Sun Life 
Financial Syariah Kartasura, yang mencakup tentang sejarah berdirinya, 
visi dan misi, struktur organisasi, jenis-jenis produk PT. Asuransi Sun 
Life Financial Syariah Kartasura. 
Bab IV merupakan isi dari analisis yang diperoleh penulis dari 
beberapa penarikan latar belakang dan beberapa temuan hukum yang 
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penulis pakai untuk merumuskan analisis, juga merupakan bagian dari 
penarikan kesimpulan dari analisis yang dibentuk. 
BAB V adalah penutup berisi kesimpulan yang tegas dan analisis 
pada bab sebelumya, diberikan juga saran yang dapat penulis berikan 
dari temuan yang dapat memberikan manfaat secara praktis. 
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BAB II 
PELAKSANAAN AKAD TABARRU’ DALAM ASURANSI SYARIAH DAN 
REASURANSI SYARIAH  
 
A. Asuransi Syariah 
1. Pengertian Asuransi Syariah 
Kata asuransi diambil dari bahasa Belanda dengan sebutan 
“assurantie”, sedangkan dalam hukum Belanda disebut dengan 
“verzering” yang berarti pertanggungan. Istilah ini kemudian 
berkembang menjadi “assuradeur” yang berarti penanggung dan 
tertanggung disebut “geassureerde”. Dalam konsep asuransi syariah, 
asuransi disebut dengan taka>ful, ta’min, dan Islamic Insurance. 
Taka>ful mempunyai arti saling menanggung antar umat manusia 
sebagai makhluk sosial. Ta’min berasal dari kata “ama>nah” yang 
berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas 
dari rasa takut. Adapun Islamic insurance mengandung makna 
“pertanggungan” atau “saling menanggung”.1 
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 
246, yang dimaksud asuransi atau pertanggungan yaitu: 
Suatu perjanjian, dengan mana seorang penggung mengikatkan diri 
kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk 
memperikan ganti rugi karena kerugian, kerusakan atau kehilangan 
keuntungan yang diharapkan. 2  Menurut Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian disebutkan bahwa asuransi 
                                                          
1  Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan 
Peradilan Agama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 237. 
 
2 Nur Rianto al Arif, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 
2007), hlm. 210. 
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atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, 
dengan mana pihak penanggung megikatkan diri kepada pihak 
tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan 
penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau 
kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum 
kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang 
timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan 
suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya 
seseorang yang dipertanggungkan.3 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 
tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah disebutkan bahwa yang 
disebut dengan asuransi syariah (ta’min, taka>ful) adalah  
Usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah 
orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau 
tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi 
risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Adapun akad 
yang syariah adalah akad yang tidak mengandung gharar (penipuan), 
maysi>r (judi), dan riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang 
haram, dan maksiat.4 
Melihat dari pengertian asuransi tersebut, dapat diketahui 
bahwa antara asuransi konvensional dan syariah mempunyai 
persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama saling 
menanggung risiko diantara sesama manusia sehingga  diantara satu 
dan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko masing-masing.5 
Perbedaan dalam asuransi taka>ful, (syariah) tanggung menanggung 
risiko dilakukan atas dasar tolong menolong dalam kebaikan dengan 
cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditunjukkan untuk 
                                                          
3 Gemala dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2005), hlm. 178. 
 
4   Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum 
Asuransi Syariah. 
  
5  Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan 
Peradilan Agama,  hlm. 238. 
 
24 
 
menanggung risiko tersebut. Kedudukan perusahaan asuransi syariah 
hanya bertindak sebagai fasilisator saling menanggung diantara para 
peserta asuransi. Adapun pada asuransi konvensional menjadi saling 
menanggung antara perusahaan dengan peserta asuransi. 6 
Dasar dari operasional asuransi konvensional adalah 
berorientasi pada sistem ekonomi kapitalis yang intinya hanya untuk 
mrngumpulkan modal untuk kepentingan pribadi atau golongan 
tertentu, sama sekali tidak ada pengembangan ekonomi yang lebih 
komprehensif. Asuransi syariah lebih banyak bernuansa sosial 
daripada bernuansa ekonomi  (profit oriented), tolong-menolong atas 
dasar utama dalam operasional asuransi syariah. Praktik asuransi 
syariah yang dikelola oleh perusahaan yang berorientasi kepada profit, 
maka perusahaan tersebut harus menggabungkan dua visi yang 
berbeda yakni visi sosial yang menjadi landasan utama dan misi 
ekonomi yang merupakan landasan pariferal.7 
Asuransi merupakan bisnis yang unik, didalamnya terdapat 
beberapa aspek, diantaranya aspek ekonomi, hukum, bisnis, sosial, 
dan matematik. Dilihat dari aspek ekonomi, asuransi merupakan 
metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkannya 
kepastian kepada hal yang bersifat finansial. 8  Dilihat dari aspek 
                                                          
6  Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan 
Peradilan Agama,  hlm. 238. 
 
7 Ibid.  
8 Shalah ash-Shawi, dkk, Fiqh Ekonomi Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2015), 
hlm. 273. 
25 
 
hukum, asuransi merupakan suatu kontrak pertanggungan risiko antara 
penanggung dan tertanggung. Dari aspek bisnis, asuransi adalah 
sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa, 
pemindahan risiko dari pihak lain, yang memperoleh keuntungan 
dengan berbagai risiko diantara sejumlah nasabahnya. Dari segi sosial, 
asuransi merupakan organisasi sosial yang menerima pemindahan 
risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna 
membayar kerugian yang terjadi pada masing-masing anggota tersebut 
dalam pandangan matematik, asuransi merupakan aplikasi matematika 
dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungan risiko. 9 
Praktik asuransi Islam di berbagai Negara terdapat dua madzab. 
Madzab pertama memakai istilah ”taka>ful” dalam menyebut asuransi 
Islam seperti di Genewa (Swiss) dan Malaysia. Penyebutan taka>ful 
karena istilah tersebut sudah menjadi merek dagang dan merek 
perusahaan asuransi yang berbasis international. Madzab kedua lebih 
banyak memakai istilah “at-Ta’min” yang lebih mengacu kepada 
pemakaian arti yang murni dan belum dijadikan label merek 
perusahaan pertanggungan. Pemakaian istilah at-Ta’min lebih banyak 
digunakan di dunia akademis di beberapa negara di Timur Tengah, 
terutama Negara Mesir dan sekitarnya. Di Indonesia atas rekomendasi 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 2001, sebaiknya asuransi yang 
berbasis Islam digunakan istilah asuransi syariah tanpa menggunakan 
                                                          
9  Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan 
Peradilan Agama, hlm. 240. 
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taka>ful atau at-Ta’min.10 Oleh karena rekomendasi ini tidak didukung 
oleh peraturan yang mengikat, maka dalam praktik perusahaan di 
Indonesia melahirkan istilah yang beragam. Sebagai contoh pada 
tahun 1994, pertama kali didirikan asuransi Islam di Indonesia, istilah 
yang digunakan adalah taka>ful, yakni PT Syarikat Taka>ful 
Indonesia.11 
2. Sejarah Asuransi Syariah 
Konsep asuransi dalam Islam bukanlah hal yang baru, karena 
sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW yang disebut dengan aqilah. 
Meskipun tidak dapat dipastikan kapan asuransi mulai ada dalam 
sejarah Islam, namun bebagai kontrak asuransi sudah dikenal sebelum 
lahirnya nabi Muhammad SAW (570 M). Sejak awal itu hingga 
lambat laun berkembang hingga abad ke- 19, ketika ahli hukum 
madhab Hanafi, Ibn Abidin (1784-1836 M) menjadi cendekiawan 
muslim pertama yang menawarkan makna, konsep, dan hukum sebuah 
kontrak asuransi.12 
Secara prinsipil kajian ekonomi Islam selalu mengedepankan 
asas keadilan, tolong-menolong, menghindari kezaliman, 
pengharaman riba (bunga), prinsip profit and lost sharring serta 
penghilangan unsur gharar. Sehingga bisa ditarik garis pararel 
                                                          
10 Shalah ash-Shawi, dkk, Fiqh Ekonomi Islam, hlm. 273 
11  Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan 
Perasilan Agama, hlm. 240. 
 
12  Asnaini, dkk, Lembaga Keuangan Syariah Teori dan praktiknya di 
Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 46. 
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terhadap prinsip-prinsip yang harus ada dalam sebuah institusi 
asuransi syariah. Sebab, asuransi syariah secara teoritis masih 
menginduk pada kajian ekonomi Islam secara umum. Di samping 
prinsip dasar di atas yang harus dipenuhi oleh lembaga asuransi 
syariah, asuransi syariah juga harus mengembangkan sebuah 
manajemen asuransi secara mandiri, terpadu, profesional serta tidak 
menyalahi aturan dasar yang telah digariskan dalam syariat Islam. 
Untuk tujuan menjaga agar selalu sesuai dengan syariat Islam maka 
pada setiap asuransi harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS). 13 
Di sinilah ulama kontemporer bermain dalam menggali dan 
menyusun sebuah kinerja dan manajemen asuransi syariah. Mengutip 
pernyataan Nejatullah al-Siddiqi, bahwa asuransi syariah harus 
membawa unsur tolong-menolong , seperti apa yang terjadi di awal 
sejarah asuransi yang menjadikan prinsip tolong-menolong sebagai 
unsur utama didalamnya. Dari sini, asuransi syariah mengemban tugas 
agar melakukan pembersihan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan 
syariah terhadap praktik yang dijalankan oleh asuransi konvensional. 
Nilai-nilai seperti materialistis, individualistis, kapitalis, harus 
dihapuskan, sebagai gantinya dimasukkan semangat keadilan, kerja 
sama, dan saling tolong menolong.14 
Sebuah konsep asuransi syariah yang didalamnya dilakukan 
kerja sama dengan para peserta taka>ful (pemegang polis asuransi) atas 
                                                          
13 Asnaini, dkk,  Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Praktiknya, hlm. 46 
14 Ibid. 
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prinsip al-Mud}a>rabah. Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai 
al-mud}a>rib yang menerima pembayaran dari peserta taka>ful untuk 
diadministrasikan dan diinvestasikan sesuai dengan ketentuan syariah. 
Peserta taka>ful bertindak sebagai shahibul al-ma>l yang akan mendapat 
manfaat jasa perlindungan serta bagi hasil dari keuntungan perusahaan 
asuransi syariah. Konsep taka>ful pada dasarnya merupakan usaha 
kerjasama saling melindungi dan menolong antara anggota 
masyarakat dalam menghadapi malapetaka atau bencana. 15 
Secara kelembagaan, perkembangan asuransi syariah global 
ditandai dengan kehadiran perusahaan asuransi syariah di berbagai 
belahan dunia, antara lain Sudanese Islamic Insurance (1979), Islamic 
Arab Insurance Co. (1979), Dar Al-Maal Al-Islami, Geneva (1981), 
Islamic Takafu>l Company (I.T.C), S.A. Luxembourg (1983), Islamic 
Takafol and Re-Takafol Company, Bahamas (1983), Syarikat Al-
Taka>ful Al-Islamiah Bahrain, E.C (1983), Takafu>l Malaiysia (1983).16 
Di Indonesia, asuransi syariah merupakan sebuah cita-cita 
yang sudah dibangun sejak lama, dan telah menjadi sebuah lembaga 
asuransi modern yang siap melayani umat Islam Indonesia dan 
bersaing dengan lembaga asuransi konvensional. Dalam asuransi 
syariah terdapat dua jenis perlindungan takaful. Pertama, taka>ful 
keluarga, yaitu bentuk taka>ful yang memberikan perlindungan 
                                                          
15 Asnaini, dkk,  Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Praktiknya, hlm. 46 
16 Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian 
Syariah di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), hlm. 139. 
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financial dalam menghadapi malapetaka kematian dan kecelakaan atas 
diri peserta taka>ful. 17 Adapun produk taka>ful keluarga meliputi, 
taka>ful bencana, taka>ful pembiayaan, taka>ful pendidikan, taka>ful dana 
haji, taka>ful berjangka, taka>ful kecelaan siswa, taka>ful kecelakaan 
diri, taka>ful khairat keluarga. Kedua, taka>ful umum, adalah bentuk 
takaful yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi 
bencan atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful, seperti 
rumah dan bangunan lainnya. Produk taka>ful umum meliputi taka>ful 
kebakaran, taka>ful kendaraan bermotor, taka>ful pengangkutan laut, 
dan taka>ful rekayasa.18 
3. Dasar Hukum 
a. Al-Qur’an 
Praktik asuransi syariah tidak disebutkan secara tegas dalam 
Al-Qur’an, tidak ada sebuah ayatpun secara nyata menjelaskan 
tentang praktik asuransi. Al-Qur’an hanya mengakomodasi 
beberapa ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada 
dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja 
sama atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa 
kerugian yang diderita di masa yang akan datang. Dengan hal ini, 
praktik asuransi tidak dilarang dalam syariat Islam, karena prinsip 
                                                          
17 Asnaini, dkk,  Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Praktiknya, hlm. 48. 
18 Ibid., hlm. 49. 
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dalam praktik asuransi dalam Islam adalah mengajak kepada 
kebaikan sesama manusia. 19 Allah berfirman: 
ا َلََو ِ َّاللَّ َرِئاَعَش اوُّلُِحت َلَ اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي َيْدَهْلا َلََو َماَرَحْلا َرْهَّشل
 ااناَوْضِرَو ْمِِه بَر ْنِم الَْضَف َنُوَغتْبَي َماَرَحْلا َتْيَبْلا َني ِ مآ َلََو َدِئَلََقْلا َلََو
  ۚ َاذِإَو  ُْمتْلَلَح اُوداَطْصاَف   ۚ  َلََو  ِرَْجي ِنَع ْمُكوُّدَص َْنأ ٍمْوَق ُنآَنَش ْمُكَّنَم
 اُوَدتَْعت َْنأ ِماَرَحْلا ِدِجْسَمْلا  ۚ اُونَواََعتَو َىلَع  ِ رِبْلا   ىَوْقَّتلاَو   ۚ  َلََو 
اُونَواََعت َىلَع  ِْمث ِْلْا  ِناَوُْدعْلاَو   ۚ اُوقَّتاَو  َ َّاللَّ   ۚ  َّنِإ  َ َّاللَّ  ُديِدَش  ِباَقِعْلا
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 
syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan 
haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan 
binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu 
orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari 
kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah 
menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah 
sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka 
menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu 
berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu 
dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah 
kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 
(QS Al-Maidah ayat 2) 20 
 
Dalam ayat ini memuat perintah tolong menolong antara 
sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat.21 Dalam bidang 
asuransi, para nasabah diharapkan dapat memberikan sebagian 
uang yang dimilikinya untuk digunakan sebagai dana sosial 
                                                          
19 Andri Soemitra, Bank  dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2009), hlm 45. 
 
20 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Jakarta: Depertemen 
Agama RI, 2009),hlm. 349. 
 
21 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan 
Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana , 2012), hlm. 246. 
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(tabarru’) yang digunakan untuk menolong salah satu anggota 
asuransi yang mengalami musibah.22 
b. Al-Hadis 
Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a. yang artinya: 
 َّىلَص ِ َّاللَّ ُلْوُسَر َلاَق َلاَق َةَرْيَرُه يَِبأ ْنَع  ُ َّاللَّ ِهْيَلَع   َّفَن ْنَم َمَّلَسَو َس
 ْنِم ُةَب ْرُك ِنِم ْٔوُم ْنَعا ِبَرُك ُٰاللَّ َسْفَناَيْنُّدل َع  ْرُك ُهْن َب ْوَي ِبَرُك ْنِم ُة ِم
 ُ َٰاللََّرَّسَيٍرِسْعُم َىلَعَرَّسَي ْنَمَو ِةَم اَيِقْلا  َع َْيللا ْيِف ِه َرِخ الَاَو اَيْنُّد ِة 
Artinya:  
Barangsiapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di 
dunia, Allah SWT akan melepaskan kesulitan darinyapada hari 
kiamat, dan Allah SWT senantiasa menolong hambanya selama ia 
(suka) menolong saudaranya.23 
 
Dalam hadis tersebut, tersirat adanya anjuran untuk saling 
membantu antara sesama muslim di dunia ini dengan 
menghilangkan kesukaran hidup yang dideritanya. Bagi yang 
berkelebihan hartanya dianjurkan untuk membantu orang-orang 
yang berada dalam kesulitan, dan apabila ini dilakukan, maka Allah 
SWT akan mempermudah urusan dunia dan akhirat baginya. 
Dalam kaitan dengan asuransi, hadis ini terlihat adanya anjuran 
agar melaksanakan pembayaran premi asuransi dalam bentuk 
pembayaran dana sosial (tabarru’) yang akan digunakan untuk 
                                                          
22 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan 
Peradilan Agama, hlm. 246.  
 
23 Waldi Nopriansyah, Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga, 
(Yogyakarta: CV Andi OFFSET, 2015), hlm. 36. 
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membantu dan mempermudah urusan bagi orang atau anggota yang 
mendapatkan musibah dan bencana.24 
c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 
tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. 
Dalam fatwa ini menjelaskan mengenai pengertian asuransi 
syariah secara umum serta menjelaskan mengenai prinsip-pinsip 
yang ada didalamnya dan akad-akad yang digunakan dalam 
transaksi asuransi syariah. Dalam fatwa ini juga disebutkan tentang 
pembayaran premi, investasi dan juga pengajuan klaim. Sehingga 
muncul pernyataan dibawah sebagai berikut:25 
Atas dasar pertimbangan bahwa dalam menyongsong masa 
depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko 
dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu disiapkan 
sejumlah dana tertentu sejak dini. Bahwa salah satu upaya untuk 
memenuhi kebutuhan dana tersebut dapat dilakukan melalui 
asuransi. Karena bagi mayoritas umat Islam Indonesia asuransi 
merupakan persoalan baru yang masih banyak dipertanyakan, 
apakah status hukum maupun aktivitasnya sejalan dengan prinsip-
prinsip syariah. Sehubungan dengan ini, untuk memenuhi 
kebutuhan dan menjawab pertanyaan masyarakat, Dewan Syariah 
Nasional Perlu menetapkan fatwa tentang asuransi yang 
berdasarkan syariah untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak 
yang memerlukannya.26 
Sebagaimana telah dikemukakan pada hal yang sebelumnya 
bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah ialah usaha saling 
melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau 
pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru’ yang 
                                                          
24 Waldi Nopriansyah, Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga, 
hlm. 36. 
 
25  Fatwa Dewan Syariah  Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman 
Umum Asuransi Syariah. 
26 Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001. 
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memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu 
melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Adapun yang 
dimaksud dengan akad yang sesuai syariah adalah akad yang tidak 
mengandung gharar (penipuan), maysi>r (perjudian), riba, zhulm 
(penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. 27 
Kedudukan akad dalam asuransi adalah akad tija>rah atau 
akad tabarru’. Akad tija>rah adalah akad Mud}a>rabah, sedangkan 
akad tabarru’ adalah akad hibah. Dalam akad ini, sekurang-
kurangnya harus disebutkan hak dan kewajiban peserta dan 
perusahaan cara dan waktu pembayaran pemi, jenis akad (tija>rah 
atau tabarru’) dengan menyebut syarat-syarat yang disepakati, 
sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. Dalam akad tija>rah 
(mud}a>rabah) perusahaan bertindak sebagai mud}a>rib (pengelola) 
dan peserta bertindak sebagai shahibul ma>l (pemegang polis), 
sedangkan dalam akad tabarru’ (hibah), peserta memberikan hibah 
yang akan digunaan untuk menolong peserta lain yang terkena 
musibah, kedudukan perusahaan hanya bertindak sebagi pengelola 
dana hibah saja. Akad tija>rah dapat diubah menjadi akad tabarru’ 
jika para pihak telah melepaskan haknya, sedangkan akad tabarru’ 
tidak bisa diubah menjadi akad tija>rah. 28 
                                                          
27 Ibid.  
28 Zainudin Ali, Hukum Asuransi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 
hlm. 152. 
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Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan 
investasi dari dana yang terkumpul dan investasi ini wajib 
dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan asuransi 
syariah hanya boleh dilakukakan oleh suatu lembaga yang 
berfungsi sebagai pemegang amanah. Perusahaan asuransi syariah 
memperoleh ujrah (fee) dari pengelolaan akad tabarru’ (hibah). 
Perusahaan syariah hanya dapat melakukan reasuransi yang 
berlandaskan prinsip syariah.29 
4. Prinsip Asuransi Syariah 
Dalam asuransi syariah yang dibangun pertama adalah prinsip 
tauhuid kepada Allah SWT. Begitu juga landasan berdirinya asuransi 
syariah yaitu saling tolong menolong antar anggota, sehingga sebagian 
dana peserta akan disisihkan oleh perusahaan asuransi untuk 
digunakan sebagai dana tabarru yang digunakan untuk membantu 
sesama anggota asuransi apabila mengalami musibah atau objek yang 
menjadi kesepakatan antar peserta. Dana tabarru’ ini dikategorikan 
pada dana s}oda>qoh peserta yang tidak dapat diambil kembali oleh 
peserta, kecuali sebagian dana yang dimasukkan pada dana investasi 
bersma dalam sektor produktif yang sesuai dengan syariah. Dari 
prinsip tabarru’ yang diusungkan oleh asuransi syariah juga menganut 
prinsip keadilan perlakuan sesama pesrta dan kepada pihak pengelola 
yang dipercaya untuk mengurus dana peserta. Begitu juga prinsip 
                                                          
29 Ibid., hlm. 153. 
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ama>nah menjadi landasan bagi asuransi syariah dalam melakukan 
kegiatan, dalam hal pengelolaan dana yang terkumpul dari para 
peserta.30 
Dalam penyesuaian dengan akad syariahnya, maka asuransi 
syariah mempunyai beberapa ciri-ciri yang harus ada, yaitu sebagai 
berikut:31 
a. Asuransi syariah menggunakan akad tolong menolong bukan akad 
jual beli. 
b. Dana yang terkumpul dari peserta asuransi akan tetap menjadi 
milik dari peserta asuransi bukan menjadi milik perusahaan. 
Karena itu perusahaan asuransi syariah hanya berperan sebagai 
pengelola dana (mud}a>rib) bukan penentu investasi. 
c. Pembayaran klaim peserta menggunakan dana kebajikan (tabarru’) 
bukan dana milik asuransi. 
d. Pada asuransi syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
sebagai pengawas kegiatan operasional asuransi syariah agar tidak 
menyimpang dari nilai-nilai syariah. 
 
 
 
                                                          
30 Eja Armaz Hardi, Studi Komparatif Takaful Dan Asuransi Konvensional,  
Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3,Nomor 2, 2015, hlm. 429. 
 
31  Buchari Alma, dkk, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabeta, 
2009), hlm. 36. 
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B. Reasuransi Syariah 
1. Pengertian Reasuransi Syariah 
Reasuransi dalam bahasa Belanda disebut “hervezekering” yang 
berarti pertanggungan ulang. Dalam Bahasa Inggris disebut 
“reinsurance” yang berarti sama seperti dalam bahasa Belanda yaitu 
pertanggungan ulang. Lembaga reasuransi merupakan lembaga hukum 
yang sudah lama ada dan diatur dalam Pasal 271 KUHD. Pada 
awalnya perusahaan asuransi itu dilakukan oleh perseorangan, 
kemudian perusahaan asuransi itu dilakukan oleh suatu badan hukum, 
pada umumnya terbentuk perusahaan terbatas (PT). Sudah menjadi 
kebiasaan bagi para penanggung untuk selalu membagi tiap risiko 
yang diperolehnya dengan penanggung lain, agar risiko yang menjadi 
bebannya menjadi ringan dan teman penanggung lainnya juga sedikit 
mendapat untuk yang didapatnya.32 
Menurut Purwosutjipto, yang dimaksud dengan reasuransi 
adalah perusahaan yang khusus menjalankan pertanggungan ulang 
secara profesional. Jadi tidak menerima permintaan pertanggungan 
dari tertanggung pertama. Perusahaan reasuransi hanya menerima 
tawaran dari penanggung pertama yang mengasuransikan objek 
pertanggungannya kepada perusahaan asuransi. Hakikat dari 
reasuransi adalah pertanggungan ulang yang dilakukan oleh 
                                                          
32  Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan 
Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 278. 
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perusahaan pada perusahaan asuransi lain, atau lebih tepat dikatakan 
membagi risiko pada sesama perusahaan asuransi. Perusahaan 
asuransi petama disebut ceding company, sedangkan perusahaan 
asuransi yang menerima risiko tersebut disebut dengan reasuradur. 
Reasuradur terkadang yang melemparkan sebagian risiko yang ia 
terima ke perusahaan asuransi lain yang biasa disebut 
retrocessionaire.33 
Mekanisme reasuransi dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
   
  
 80 juta 40 juta 
 
                                                                
Penjelasan diagram diatas sebagai berikut: peserta mengambil 
polis asuransi dengan manfaat Rp. 100.000.000,- pada sebuah 
perusahaan asuransi. Oleh sebab itu perusahaan asuransi pertama 
(ceding company) hanya dapat mengaksep manfaat sampai batas Rp. 
20.000.000,-, maka sisa Rp. 80.000.000,-, ia lempar pada perusahaan 
reasuransi. Perusahaan kedua (reasuradur) hanya mampu mengaksep 
                                                          
33 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan 
Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 278. 
 
Peserta dengan manfaat Asuransi  
Rp 100.000.000,- 
Ceding 
Company 
Aksep 20 Juta 
Reasuradur 
Aksep 40 
Juta 
Retrosionari 
aksep 40 juta 
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sampai bata 40. 000.000,- maka sisa Rp. 40.000.000,- lagi ia berikan 
ke perusahaan asuransi (retrosesi).34 
Perusahaan reasuransi syariah beroperasi untuk melindungi dan 
saling tolong-menolong diantara sejumlah perusahaan asuransi syariah 
melalui investasi dalam bentuk tabarru’ atau juga menggunakan akad 
wakalah bil ujrah yang memberikan pola pengembalian untuk 
menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah.35  
2. Reasuransi Syariah dilihat dari segi Bentuk dan Kontrak 
Dilihat dari segi bentuknya, reasuransi ada tiga bentuk yaitu: 36 
a. Reasuransi dari penanggung pertama kepada penanggung lainnya 
yang sama tingkatnya. Artinya, penanggung yang kedua ini adalah 
penanggung yang setingkat dengan penanggung  
b. Bentuk reasuransi kedua ini adalah pertanggungan dari penanggung 
pertama kepada penanggung ulang atau perusahaan reasuransi 
profesional yang beroperasi di dalam negeri. 
c. Penanggung pertama atau penanggung ulang yang beroperasi 
dalam negeri ke perusahaan reasuransi luar negeri yang disebut 
“retrocessionaire” yakni penanggung ulang reasuransi dalam 
                                                          
34  Khoiril Anwar, Asuransi Syariah Dalam Perspektif Praktis (Life 
Insurance), (Surakarta: Hafs Media, 2006), hlm. 76. 
 
35  Waldi Nopriansyah, Asuransi Syariah Berkah Terakhir Tak Terduga, 
(Yoyakarta: CV Andi OFFSET, 2015), hlm. 15.  
 
36 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan 
Peradilan Agama, hlm. 279. 
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negeri. Retrocessionaire artinya ialah mengulang lagi asuransi itu, 
misalnya PT Reasuransi Umum Jakarta mereasuransikan lagi objek 
pertanggungan pertama itu ke perusahaan reasuransi luar negeri J.H 
Minet&Co. Lrd. London. 
Jika dilihat dari segi kontrak reasuransi, maka ada tiga macam 
reasuransi yakni:37 
a. Perjanjian otomatis, yaitu kontrak reasuransi otomatis berjalan atas 
dasar satu perjanjian tunggal antara pihak asuransi dan pihak 
asuradur bahwa pihak asuradur bahwa pihak asuradur akan 
menerima atau mengaksep semua manfaat asuransi yang melebihi 
batas retensi asuransi secara otomatis sampai batas maksimum 
yang ditetapkan. 
b. Perjanjian fakultatif, yaitu kontrak reasuransi yang bersifat tidak 
wajib, pihak asuransi tidak terikat pada prosedur dan ketentuan 
yang ada pada pihak asuradur. 
c. Perjanjian gabungan antara perjanjian fakultatif dan obligatori, 
perusahaan asuransi melakukan semua underwriting atas risiko 
yang diasuransikan dan mengerimkan risiko yang dipilihnya saja 
pada reasuradur. Perusahaan asuransi tidak mengirim berkas 
underwriting pada asuradur. 
Terhadap kontrak reasuransi tersebut masing-masing ada 
kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan kontrak reasuransi otomatis 
                                                          
37 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan 
Peradilan Agama, hlm. 280. 
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adalah pihak asuransi memiliki kepastian asuradur pasti menerima 
setiap risiko yang diajukan sampai batas tertentu yang disepakati. 
Pihak asuransi diberikan kewenangan penuh untuk melakukan risiko 
sendiri atas setiap aplikasi yang diterimanya dan tidak memakan 
waktu.38  
Adapun kelemahan pihak asuransi tidak memiliki kebebasan 
untuk memiliki reasuradur lain. Kelebihan kontrak reasuransi 
fakultatif yaitu pihak asuransi memiliki kebebasan untuk menahan 
atau membagi risiko yang ia terima pada pihak asuradur, dan setiap 
penutupan yang dapat diterima dapat dibagi pada pihak asuradur 
manapun. Adapun kelemahan pihak asuransi selalu berada dalam 
ketidakpastian. Kelebihan dari kontrak gabungan adalah pihak 
asuradur wajib menerima risiko yang dikirim oleh perusahaan 
asuransi, kecuali jika asuradur tidak mempunyai kemampuan untuk 
menutup risiko yang diserahkan. Oleh karena itu, perusahaan asuransi 
diperkenankan mencari asuradur lain dalam waktu tertentu yang 
disepakati. Kelemahannya hanya perusahaan besar saja yang punya 
kemampuan untuk menahan risiko besar yang terjadi, sedangkan 
perusahaan kecil selalu membuat batasan retensi yang terjadi. 
 
 
                                                          
38 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan 
Peradilan Agama, hlm. 280. 
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3. Prinsip-prinsip umum dan reasuransi:39 
a. Prinsip iktikad baik 
Prinsip ini dimuat dalam pasal 1338 KUH Perdata yang 
mengatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan 
iktikad baik. Prinsip ini juga berlaku dalam dunia perdagangan 
sebagaimana tersebut dalam pasal 281 KUHD. Kalau prinsip ini 
tidak ada, maka tidak sah perjanjian tersebut. 
b. Prinsip insurable interest 
Prinsip ini disebut juga dengan kepentingan yang 
dipertanggungkan adalah hak dan kewajiban tertanggung terhadap 
benda pertanggungan. Kepentingan dalam reasuransi adalah 
kewajiban penanggung utama untuk mengganti kerugiann terhadap 
tertanggung pertama. 
c. Prinsip idemnitas 
Yaitu prinsip ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 252 
dan 253 KUHD. Isi dari prinsip ini adalah keseimbangan yang 
dengan jumlah ganti rugi, dengan kerugian yang benar-benar diderita 
oleh tertanggung dan keseimbangan diantara jumlah pertanggungan 
dengan nilai sebenarnya benda pertanggungan. Prinsip ini hanya 
berlaku pada asuransi kerugian, tidak berlaku pada asuransi jiwa. 
 
 
                                                          
39 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan 
Peradilan Agama, hlm. 281. 
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d. Prinsip subrogasi 
Dalam prinsip ini, terjadi penyerahan hak menuntut dari 
tertanggung kepada penanggung, manakala jumlah ganti kerugian 
sepenuhnya sudah diganti oleh penanggung (Pasal 284 KUHD). 
e. Prinsip konrtibusi 
Prinsip ini terjadi jika double reinsurance sebagaimana dalam 
pasal 278 KUHD. Prinsip imi jarang terjadi dalam asuransi, kecuali 
dalam satu-satunya polis ditandatangani lebih dari satu penanggung 
ulang. Maka mereka bersama-sama menurut imbangan daripada 
jumlah sebagaimana mereka tolak menandatangani polis, memikul 
hanya harga sebenarnya dari kerugian yang dideritaa oleh 
tertanggung. 
f. Prinsip follow the fortunes 
Prinsip ini merupakan kata singkat dari the insurer follow the 
fortunes of ceding company yakni penanggung ulang mengikuti suka 
duka penanggung pertama. 40 
g. Prinsip pertanggungan kembali 
Prinsip ini memberi keinginan untuk memutuskan perjanjian 
pertanggungan secara sepihak (Pasal 272 KUHD) dengan cara 
memberitahukan melalui pengadilan.41 
 
                                                          
40 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan 
Peradilan Agama, hlm. 282. 
 
41 Ibid., hlm. 283. 
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C. Dana Tabarru’ 
1. Pengertian  
Akad tabarru’ berasal dari kata tabarra’a-yatabarra’u-
tabarru’an, yang berarti hibah, dana kebajikan atau derma. Dalam 
konteks akad di asuransi syariah, tabarru’ bermaksud memberikan 
dana kebajikan dengan niat tulus ikhlas untuk tujuan saling membantu 
diantara sesama peserta asuransi syariah apabila ada diantaranya yang 
mengalami musibah.42 
Konsep risiko di asuransi syariah adalah sharing of risk, dimana 
terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta 
lainnya. Di asuransi syariah ini dana tabarru’ terkumpul di suatu pool 
of fund, dimana nantinya saat ada anggota asuransi yang mengalami 
musibah dan mengajukan klaim, dananya akan diambil dari dana 
tabarru’ tersebut sesuai dengan akad yang telah disepakati.43 
Pada asuransi syariah iuran atau kontribusi terdiri dari unsur 
tabarru’ dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). Tabarru’ 
dihitung dari tabel mortalita, tetapi tanpa perhitungan bunga. Untuk 
pembayaran klaimnya berasal dari rekening tabarru’, dimana peserta 
saling menanggung satu sama lain. Jadi jika salah satu peserta 
                                                          
42 Khoiril Anwar, Asuransi Syariah Dalam Persektif Praktis, (Surakarta: Hafs 
Media, 2006), hlm. 37. 
 
43 Ibid.  
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mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama 
risiko tersebut. 44 
Dana tabarru’ adalah dana milik peserta yang dibayarkan oleh 
nasabah melalui premi atau kontribusi. Dana ini khusus diperuntukkan 
bagi nasabah yang mendapatkan musibah sehingga disimpan dalam 
akun yang secara khusus. Ketika di investasikan, hasil investasi masuk 
kedalam akun tabarru’. Kemudian apabila terdapat surplus tabarru’, 
dimana total dana tabarru’ yang terkumpul lebih besar dari total dana 
klaim dan biaya-biaya yang dibebankan atas dana tersebut dalam 
periode tertentu. Maka dana tabarru’ akan dialokasikan untuk dana 
cadangan pada tahun berikutnya sebagai dana simpanan oleh para 
nasabah. 45 
Menurut fatwa dewan syariah nasional (DSN-MUI) No. 
53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru pada asuransi syariah dan 
reasuransi syariah, surplus dana tabarru’ dapat dibagi dengan cara:46 
a. Sebagian dikembalikan kepada nasabah (nasabah yang tidak 
mengajukan klaim) mendapatkan manfaat berupa pengembalian 
surplus dana tabarru’. 
b. Sebagian dicadangkan dengan dana tabarru’. 
c. Sebagian lainnya dialokasikan untuk perusahaan asuransi syariah. 
                                                          
44  Asnaini, dkk, Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Praktiknya di 
Indonesia, hlm. 54. 
 
45 Ibid,. 
46 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang 
Akad Tabarru’ Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. 
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Adanya dana tabarru’ akan menghilangkan faktor gharar 
(untuk ketidakjelasan) dan maysi>r (unsur judi) dalam praktik asuransi 
syariah. Peraturan Menteri Keuangan No. 18/010/2010 menekankan 
agar ada pemisahan rekening dan tujuan penggunaan serta fungsi 
catatan terpisah untuk benar-benar menjamin bahwa dana tabarru’ 
untuk tujuan tolong-menolong benar-benar murni dan tidak tercampur 
dengan dana operasional bisnis perusahaan.47 
2. Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru’  
Pengelolaan dana tabarru’ dikelola langsung secara terpusat di 
kantor pusat yang meliputi: 
a. Premi   
Premi yang dapat diartikan sebagia jumlah dana yang harus 
dibayarkan kepada pengelola risiko untuk memperoleh 
pertanggungan asuransi yang diinginkan. Dalam asuransi premi 
mempunyai nilai tanggungan untuk tambahan kepada anggota lain 
dalam masyarakat yang mengalami keruguian, oleh karena itu 
penanggung asuransi haruslah kedua belah pihak dan prinsip saling 
menolong dan membantu.48 
Premi adalah kontribusi pembayaran yang dibayarkan sesuai 
akad, harga, pertanggungan, apa yang akan diasuransikan, produk 
                                                          
47  Asnaini, dkk,  Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Praktiknya, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 55. 
  
48 Muhammad Mushlehuddin, Asuransi dalam Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 
2002), hlm. 4. 
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yang diinginkan, jenis asuransinya, dan juga jaminan asuransinya, 
serta pembayaran premi dilakukan setelah polis jadi.49 
Dalam pembayaran premi terdapat beberapa ketentuan yang 
sudah tercantum dalam asuransi syariah, meliputi sebagai berikut:50 
1) Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tija>rah dan jenis 
akad tabarru’. 
2) Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah 
dapat menggunakan rujukan, misalnya tidak memasukkan unsur 
riba dalam perhitungannya. 
3) Premi berasal dari jenis akad mud}a>rabah dapat diinvestasikan 
dan hasil investasinya dibagi hasilkan pada peserta. 
4) Premi berasal dari jenis akad tabarru’ dapat diinvestasikan.51 
b. Investasi 
Dalam investasi, perusahaan selaku pemegang amanah wajib 
melakukan investasi dana yang terkumpul dan investasi wajib 
dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.  
c. Keuntungan 
Dalam asuransi syariah jika terjadi keuntungan atas dana 
tabarru’, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut: 
                                                          
49  Yulistaari, Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru’ Pada Asuransi 
Syariah, Jurnal Inklusif  Vol. 1 Nomor 2, 2016, hlm. 36. 
 
50  Asnaini, dkk,  Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Praktiknya, hlm. 59. 
51  Ibid. 
47 
 
1) Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun 
tabarru’. 
2) Disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian 
lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat 
aktuaria/manajemen risiko. 
3) Disimpan sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian 
dana lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta 
sepanjang disepakati oleh para peserta.52 
d. Klaim   
Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh 
pertanggungan atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian. 
Klaim adalah yangmana peserta dapat memperoleh hak-hak 
berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan untuk 
menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana 
yang seharusnya. Oleh karena itu, penting bagi pengelola asuransi 
syariah untuk mengatasi klaim secara efisien. Pada semua 
perusahaan asuransi, sebenarnya tidak ada alasan untuk 
memprlambat penyelesaian klaim yang diajukan oleh 
tertanggung.53 Tindakan memperlambat itu tidak boleh dilakukan, 
karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi oleh 
perusahaan asuransi. disamping itu, yang lebih penting dari Islam 
                                                          
52 Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014),  
hlm. 201. 
 
53 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan 
Sistem Operasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 259. 
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klaim adalah hak peserta dan dananya diambil dari tabarru’ semua 
peserta. Oleh karena itu wajib bagi pengelola untuk melakukan 
proses klaim secara benar, tepat dan efisien. Itu merupakan bagian 
amanat yang harus dijelaskan oleh pengelola sebagimana yang 
diperjanjikan. 54 
Ketentuan klaim pada Asuransi Syariah sesuai dengan Fatwa 
Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2000 memutuskan 
bahwa ketentuan klaim adalah sebagai berikut:55 
1) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal 
perjanjian. 
2) Klaim dapat berbeda dengan jumlah, sesuai dengan premi yang 
dibayarkan. 
3) Klaim atas akad tija>rah sepenuhnya merupakan hak peserta dan 
merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. 
4) Klaim atas akad tabarru’, merupakan hak peserta dan 
merupakan kewajiban dalam akad.  
3. Dana Tabarru’ Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 
53/DSN-MUI/III/2006. 
Fatwa ini menetapkan Tentang Akad Tabarru’ Pada Asuransi 
Syariah dan Reasuransi Syariah. Dalam ketentuan hukumnya, akad 
tabarru’ merupakan akad yang haru melekat pada semua produk 
                                                          
54 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan 
Sistem Operasional, hlm. 259. 
 
55  Ibid.,hlm. 260. 
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asuransi. Akad ini dilakukan antar peserta pemegang polis, dan yang 
dinaungi dalam asuransi ini ialah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan 
reasuransi.56 
Dalam ketentuannya, akad tabarru’ pada asuransi adalah akad 
yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan 
tolong-menolong antarpeserta, bukan untuk tujuan komersial. Dalam 
akad tabarru’, harus disebutkan sekurang-kurangnya hak dan 
kewajiban masing-maing peserta secara individu, hak dan kewajiban 
antar peserta secara individu dalam akun tabarru’ selaku peserta 
dalam arti badan/kelompok, cara dan waktu pembayaran premi dan 
klaim, syarat-syarat yang lain disepakati, sesuai dengan jenis asuransi 
yang diadakan.57 
Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru’ akad tabarru’ 
dinyatakan bahwa, peserta memberikan dana hibah yang akan 
digunakan untuk menolong peserta atau peserta yang lain yang 
tertimpa musibah. Peserta secara individu merupakan pihak yang 
berhak menerima dana tabarru’ dan secara kolektif selaku 
penanggung. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana 
hibah, atas dasar akad waka>lah dari para peserta selain pengelola 
investasi. 58 
                                                          
56 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006. 
57 Ibid. 
58 Zainudin Ali, Hukum Asuransi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 
hlm. 155. 
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Dalam pengelolaan dana tabarru’ pesrusahaan menuliskan 
pembukuan yangmana dana tabarru’ harus terpisah dari dana lainnya. 
Hasil investasi dari dana tabarru’ menjadi hak kolektif peserta dan 
dibukukan dalam akun tabarru’. Dari hasil investasi, perusahaan 
asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mud}a>rabah 
atau akad Mud}a>rabah Musytarakah, atau memperoleh ujrah (fee) 
berdasarkan akad Waka>lah bil Ujrah.59 
Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru’, maka 
boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:  
a. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian 
lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat 
aktuaria/manajemen risiko. 
b. Disimpan sebagian dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian 
lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang 
disepakati oleh para peserta.  
Pilihan terhadap salah satu alternatif  diatas harus disetujui 
terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad. Selain 
terjadinya surplus underwriting, perusahaan juga bisa mengalami hal 
yang sebaliknya yaitu deficit underwriting. Jika defisit underwriting 
atas dana tabarru’ terjadi, maka perusahaan asuransi wajib 
menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qard} (pinjaman). 
                                                          
59 Zainudin Ali, Hukum Asuransi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 
155. 
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Pengembalian dana Qard} kepada perusahaan asuransi disisihkan dari 
dana tabarru’. 60  
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan diantar pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 
melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan 
melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 
dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, 
akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.61 
4. Fatwa Dewan Syariah No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad 
Tabarru’ Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. 
Menimbang: 
Mengingat: 
Memerhatikan: 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan:  
FATWA TENTANG AKAD TABARRU’ PADA ASURANSI DAN 
REASURANSI SYARIAH 
Pertama: Ketentuan Hukum 62 
1. Akad Tabarru’ merupakan akad yang harus melekat pada semua 
produk asuransi.  
                                                          
60 Zainudin Ali, Hukum Asuransi Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 
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61 Zainudin Ali, Hukum Asuransi Syariah, hlm. 157. 
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2. Akad Tabarru’ pada asuransi adalah semua bentuk akad yang 
dilakukan antarpeserta pemegang polis. 
3. Auransi syariah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi jiwa, 
asuransi kerugian dan reasuransi. 
Kedua: Ketentuan Akad 
Akad tabarru’ pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam 
bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong 
antarpeserta, bukan untuk tujuan komersial. 
Dalam akad tabarru’, harus disebutkan sekurang-kurangnya: 
1. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu; 
2. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun 
tabarru’ selaku peserta dalam arti badan/kelompok; 
3. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim; 
4. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi 
yang diakadkan. 
Ketiga: Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru’63 
Dalam akad tabarru’, peserta memberikan dana hibah yang akan 
digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa 
musibah. 
Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana 
tabarru’ (mu’amman/mutabarra’lahu) dan secara kolektif selaku 
penanggung (mu’ammin/mutabarri). 
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Keempat: Pengelolaan64 
Pembukuan dana tabarru’ harus terpisah dari dana lainnya. 
hasil investasi dari dana tabarru’ menjadi hak kolektif peserta dan 
dibukukan dalam akun tabarru’. 
Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil 
berdasarkan akad Mud}a>rabah atau akad Mud}a>rabah Musya>kah, atau 
memperoleh ujrah (fee) berdasarkan akad Waka>lah bil Ujrah. 
Kelima:  Surplus Underwriting 
Jika terdapat Surplus Underwriting  atas dana tabarru’, maka boleh 
dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:  
1. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun 
tabarru’. 
2. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian 
lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria atau 
management risiko. 
3. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan 
sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta 
sepanjang disepkati oleh para peserta. 
Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut, harus disetujui terlebih 
dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad. 
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Keenam: Defisit Underwriting  
Jika terjadi deficit underwriting atas dana tabarru’, maka perusahaan 
asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk 
Qard} (pinjaman). 
Pengembalian dana Qard} kepada perusahaan disisikan dari dana 
tabarru’. 
Ketujuh:  Ketentuan Penutup 
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 
melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan 
melalui musyawarah. 
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya.65  
 
 
                                                          
65  Fatwa Dewan Syariah Nasional  Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang 
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BAB III 
PELAKSANAAN PENERAPAN FATWA NOMOR 53/DSN-MUI/III/2006 
DALAM PRAKTIK PENGELOLAAN DANA TABARRU’ DI SUN LIFE 
FINANCIAL SYARIAH CABANG KARTASURA 
 
A. Profi Sun Life Financial Syariah Cabang Kartasura 
1. Sejarah berdirinya PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Kartasura 
Sejak tahun 1995, PT. Sun Life Financ ial  telah menyediakan 
masyarakat Indonesia dengan program yang lengkap mulai dari 
produk-produk proteksi dan pengelolaan kekayaan, termasuk asuransi 
jiwa, pendidikan, kesehatan, dan perencanaan hari tua. Setiap tahun 
Sun Life Financial  mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan di 
pasar dimana kami beroprasi. Kami terus berupaya untuk 
meningkatkan produk-produk dan layanan-layanan kami demi 
memenuhi kebutuhan keuangan para nasabah kami.1 
Sun Life merupakan bagian dari Sun Life Financial organisasi 
keuangan terkemuka di dunia. Didirikan pada tahun 1865 dan 
berkantor pusat di Toronto, Kanada, Sun Life Financial beroperasi di 
berbagai pasar kunci di seluruh dunia. Kemudian Sun Life Financial 
mendirikan cabang di Indonesia pada tahun 1995 yang bertempatkan 
di Jakarta. Setelah perkembangan yang cukup pesat Sun Life Financial 
Indonesia juga mendirikan cabang asuransi yang berbasis syariah.2 
Sehingga menjadi Sun Life Financial Syariah. Sun Life Financial 
Syariah ini didirikan pada tahun 2010, akan tetapi masih satu kantor 
                                                          
1 Sun Life Financial Syariah, Get Get Go Agency Syariah Distribution, hlm. 4. 
2 Ibid,. hlm. 4. 
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dengan Sun Life yang konvensional. Kemudian pada tahun 2014 
cabang syariah memisahkan diri dengan kantor cabang konvensional 
yang pertama kalinya ialah di Palembang, kemudian muncul lagi Sun 
Life Financial Unit syariah di Kartasura pada tahun 2016. Sehingga 
kantor Sun Life Financial sekarang ini sudah berbeda kantor dengan 
Sun Life Financial Syariah. 3 
Struktur Organisasi : 
a. Agency Director: Bambang Taruno 
b. Senior Agency Manager: Arisandy 
c. Agency Manager:  
1) Sri Harjani 
2) Diah Rahayu 
d. Financial Consultan: 
1) Jarwanti 
2) M. Fachrizal 
3) M. Rizky 
4) Yusuf F. 
5) Kevin Rayhan 
6) Fauzul Arifin 
7) Sri Suryani 
8) M. Zulfikar 
9) Galuh  
                                                          
3 Sun Life Financial Syariah, Get Get Go Agency Syariah Distribution, hlm. 4. 
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10) Tri Bagus  
11) Yuli Kurniawan 
12) Rofik Winanda 
Dalam asuransi Sun Life Financial Syariah terdapat beberapa 
konsep dasar asuransi jiwa syariah yaitu sebagai berikut: 4 
a. Prinsip berbagi risiko yaitu setiap peserta memberikan sumbangan 
tabarru’ untuk menolong peserta lainnya dalam menghadapi 
musibah. 
b. Saling menanggung antar peserta. 
c. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola atau operator 
yaitu, seperti:5 
1) Pengelola adalah sebagai pihak yang melakukan administrasi 
risiko dan pengelolaan investasi atas nama peserta. 
2) Dana nasabah diinvestasikan dan dikelola sesuai dengan prinsip 
syariah, yaitu dana peserta dikelola dalam rekening terpisah 
yaitu rekening tabarru’, rekening perusahaan, dan rekening 
investasi. 
Selain terdapat konsep, asuransi Sun Life Financial Syariah juga 
terdapat karakteristik yang tujuannya untuk saling melindungi 
(taka>ful) dan tolong-menolong (ta’a>wun) diantara para peserta melalui 
pembentukan dana (Dana Tabarru’) untuk menghadapi risiko tertentu, 
                                                          
4 Sun Life Financial Syariah, Get Get Go Agency Syariah Distribution, hlm. 4. 
5 Bambang Taruno, Direktor Sun Life Financial Syariah Cabang Kartasura, Wawancara 
Pribadi, 28 Maret 2018, jam 09.30-10.00 WIB. 
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dimana pengelola (perusahaan) adalah perusahaan asuransi yang 
menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan 
prinsip syariah.6 
Dalam berjalannya prinsip syariah, Sun Life Financial Syariah 
ini mempunyai dua akad yang digunakannya yaitu sebagai berikut: 
a. Akad tabarru’  
Yaitu akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta 
kepada dana tabarru’ yang merupakan milik para peserta secara 
kolektif untuk tujuan tolong-menolong diantara para peserta berupa 
santunan. 
b. Akad Tija>rah 
Yaitu akad antar peserta secara kolektif atau individu dengan 
pengelolaan untuk tujuan komersial. Terdapat beberapa akad yang 
ada didalam akad tijarah ini meliputi: 
1) Wakala>h bil ujrah 
Akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan 
asuransi sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabarru’ 
atau dana investasi peserta dengan imbalan berupa ujrah (fee). 
Objeknya meliputi: kegiatan administrasi, pengelolaan dana, 
                                                          
6 Bambang Taruno, Director Sun Life Financial Syariah, Wawancara Pribadi, 28 Maret 
2018, jam 09.30-10.00 WIB. 
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pembayaran klaim, portofolio risiko, pembagian persentase 
surplus underwriting. 7 
2) Mud}a>rabah 
Akad tijara>h yang memberikan kuasa kepada perusahaan 
asuransi sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabarru’ 
atau dana investasi peserta dengan imbalan berupa bagi hasil 
atau nisbah yang besarnya telah disepakati.8 
3) Mud}a>rabah Musyarakah 
Akad tija>rah yang memberikan penguasa kepada pengelola 
sebagai wakil peserta untuk melakukan pengelolaan investasi 
dana tabarru’ atau dana investasi peserta, yang digabungkan 
dengan kekayaan perusahaan, sebatas kuasa atau wewenang 
yang diberikan berdasarkan komposisi kekayaan yang 
digabungkan dan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. 
4) Surplus Underwriting 
Selisih total pendapatan dana tabarru’ terhadap 
pengeluaran dana tabarru’. Dalam lembaga asuransi syariah 
terdapat suatu lembaga yang mengeluarkan fatwa untuk 
memberikan rekomendasi adanya Dewan Pengawas Syariah. 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas melakukan 
pengawasan aspek syariah atas produk/jasa lembaga keuangan 
                                                          
7 Sun Life Financial Syariah, Get Get Go Agency Syariah Distribution, hlm. 16. 
8 Ibid. 
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syariah. Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
meliputi: 9 
a) Sebagai penasehat atau pemberi saran opini atas produk dan 
seluruh kegiatan operasional asuransi jiwa. 
b) Sebagai mediator antara peusahaan asuransi syariah dengan 
Dewan Syariah Nasional. 
c) Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga 
keuangan yang diawasi secara rutin kepada Dewan Pengawas 
Syariah setiap 6 (enam) bulan sekali.  
2. Jenis produk-produk Sun Life Financial Syariah 
a. Brilliance Hasanah Sejahtera 
Brilliance Hasanah Sejahtera adalah produk asuransi jiwa dan 
investasi dengan pembayaran berkala untuk membantu anda 
mencapai kebutuhan keuangan di masa depan seperti biaya 
pendidikan, modal usaha, ibadah, pemikiran anak, dana hari tua 
dan lainnya yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 
Keunggulan produk:10  
1) Perlindungan asuransi hingga usia 88 tahun. 
2) Minimum kontribusi yang terjangkau dengan mata uang rupiah 
dan pilihan pembayaran secara bulanan, triwulan, semesteran 
dan tahunan. 
                                                          
9 Sun Life Financial Syariah, Get Get Go Agency Syariah Distribution, hlm.16. 
10 Ibid.,hlm. 28.  
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3) Dapat melakukan penambahan dana investasi (Kontribusi Top 
Up Tunggu) untuk meningkatkan hasil investasi setiap saat 
dengan minimum besarnya Rp. 1.500.000. 
4) Bebas menentukan kontribusi dan uang pertanggungan sesuai 
dengan kebutuhan dan kemampuan anda. 
5) Bebas menentukan kontribusi dan uang pertanggungan sesuai 
dengan profil risiko dan tujuan investasi anda. 
6) Fleksibel, anda dapat melakukan penarikan (withdrawal) dan 
pengalihan dana invetasi (switching) kapan saja. 
7) Gratis 3x pengalihan dana investasi dalam setahun. 
8) Anda dapat memilih asuransi tambahan yang sesuai dengan 
kebutuhan kondisi anda. 
9) Mendapatkan perlindungan tambahan otomatis untuk pihak 
yang diasuransikan, berusia antara 15-70 tahun, yaitu berupa 
asuransi kematian karena kecelakaan dengan uang 
pertanggungan sebesar Rp. 100.000.000. 
10) Dikelola secara syariah, dimana setiap peserta saling tolong 
menolong dan melindungi dengan peserta lainnya dalam 
menghadapi risiko dan penempatan investasi. 
11) Surplus underwriting, kesempatan untuk mendapatkan surplus 
underwriting yang dihitung setiap akhir tahun, apabila ada dan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.11 
                                                          
11 Sun Life Financial Syariah, Get Get Go Agency Syariah Distribution, hlm. 30. 
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b. Brillian Hasanah Fortune Plus 
Menjadikan investasi sebagai gaya hidup merupakan salah satu 
cara untuk mencapai masa depan yang berkualitas. Investasi yang 
menguntungkan memerlukan strategi, perhitungan dan pemilihan 
produk yang tepat serta profil risiko yang sesuai agar investasi 
tersebut dapat memenuhi prioritas tujuan keuangan dan kebutuhan 
anada.12 
PT. Sun Life Financial Indonesia mempersembahkan Asuransi 
Brilliance Hasanah Fortune Plus, kombinasi antara asuransi dan 
investasi berbasis syariah yang memberikan manfaat asuransi jiwa 
yang dilengkapi dengan manfaat cacat tetap dan kematian akibat 
kecelakaan sekaligus potensi hasil investasi yang optimal untuk 
membantu mencapai masa depan penuh berkah bagi anda dan 
keluarga. 
Keunggulan Brilliance Hasanah Fortune Plus:13 
1) Anda mendapatkan beberapa manfaat sekaligus berupa 
perlindungan asuransi dan potensi pertumbuhan dana investasi 
dalam satu produk. 
2) Pilihan santunan asuransi sampai dengan 55 kali kontribusi 
tahunan sesuai kebutuhan perencanaan keuangan anda. 
                                                          
12 Sun Life Financial Syariah, produk-produk, dikutip dari 
http://www.sunlife.co.id/Brillianceprice  diakses 23 Maret 2018, hlm 3. 
13 Ibid.  
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3) Perlindungan asuransi kecelakaan sampai dengan Rp. 3 miliar, 
sesuai usia masuk. 
4) Investasi optimal sejak tahun polis pertama, dimana 60% premi 
yang anda bayarkan sudah diinvestasikan pada jenis fund yang 
dipilih. 
5) Mudah dan praktis. Anda cukup menbayar kontribusi asuransi 
berkala selama 3 tahun dan polis anda akan berlaku sampai 
dengan 12 tahun, selama nilai dana investasi anda cukup untuk 
membayar biaya-biaya yang timbul sampai dengan tahun polis 
ke-12. 
6) Tersedia 2 sub dana investasi sesuai dengan profil risiko dan 
tujuan investasi anda. 
7) Fleksibel, bebas menentukan pilihan dan alokasi sub dana 
investasi, dan melakukan penambahan dana kontribusi Top Up 
setiap saat untuk memaksimalkan nilai dana investasi anda.14 
8) Peluang memperoleh surplus underwriting. 
- Pilihan Dana Investasi 
Tersedia 2 jenis pilihan dana investasi berbasis syariah, yaitu: 
a) Salam equity 
b) Salam balanced fund 
- Pengelolaan Dana Investasi 
                                                          
14 Sun Life Financial Syariah, produk-produk, dikutip dari http:// 
www.sunlife.co.id/Brillianceprice  diakses 23 Maret 2018, hlm 3. 
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Harga unit dihitung secara harian dan kinerja dana 
investasi dapat anda pantau dibeberapa surat kabar nasional 
terkemuka. Dalam mengelola dana investasi anda, Sun Life 
bekerjasama dengan manajer investasi terpercaya dan 
berkelas dunia, seperti Schroders Investment Management 
dan Fortis Investment.15 
c. Asuransi Brilliance Amanah 
Asuransi Brilliance Amanah- Melangkah Lebih Dekat ke Baitullah 
1) Setiap umat muslim pasti bermimpi untuk dapat menunaikan 
ibadah Haji, Umrah dan berziarah ke makam Rasulullah SAW. 
Selain persiapan secara rohani serta biaya perjalanan, memiliki 
proteksi untuk diri sendiri dan keluarga menjadi bagian yang tak 
terpisahkan dan mempersiapkan rencana ibadah anda. 
2) Dengan Asuransi Brilliance Amanah, anda dapat membantu 
sesama muslim disekitar anda dalam mempersiapkan 
perencanaan keuangan serta asuransi bagi mereka dan 
keluarganya untuk menunaikan ibadah Haji maupun Umrah.16 
3) Potensi pertumbuhan hail investasi dengan manfaat loyalitas dan 
surplus underwriting yang dapat digunakan untuk berbagai 
keperluan termasuk persiapan pendanaan untuk perjalanan 
ibadah Haji, Haji Plus dan Umrah. 
                                                          
15 Sun Life Financial Syariah, produk-produk, dikutip dari 
www.sunlife.co.id/Brillianceprice  diakses 23 Maret 2018, hlm 3. 
 
16 Sun Life Financial Syariah, Get Get Go Agency Syariah Distribution, hlm. 54. 
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4) Santunan berupa penggantian income dalam bentuk santunan 
harian rawat inap apabila selama perjalanan ibadah, anda harus 
menjalani rawat inap baik karena sakit maupun kecelakaan. 
5) Santunan asuransi untuk cacat tetap total atau meninggal akibat 
kecelakaan pada saat perjalanan ibadah. 
6) Santunan asuransi untuk risiko meninggal selama masa asuransi. 
7) Dana Haji Badal yang disediakan untuk sesorang yang akan 
menggantikan anda menunaikan ibadah Haji. 
- Pengelolaan Dana Investasi17 
a) Harga unit dihitung secara harian dan kinerja. 
b) Sun Life Financial Indonesia bekerjasama dengan manajer 
investasi terpercaya dan berkelas dunia untuk mengelola 
dana investasi. 
d. Brilliance Hasanah Protection Plus 
Brilliance Hasanah Protection Plus adalah produk asuransi unit 
linked kontribusi tunggal yang dirancang khusus untuk memenuhi 
kebutuhan perlindungan jiwa dan investasi yang dikelola 
berdasarkan prinsip syariah. 
- Keunggulan:18 
1) Pembayaran kontribusi hanya 1 (satu) kali atau kontribusi 
tunggal. 
                                                          
17 Sun Life Financial Syariah, Get Get Go Agency Syariah Distribution, hlm. 55. 
18 Sun Life Financial Syariah, produk-produk, dikutip dari http:// 
www.sunlife.co.id/Brillianceprice  diakses 23 Maret 2018. 
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2) Diperbolehkan melakukan penambahan dana investasi (Top 
Up) setiap saat, minimum besarnya adalah Rp. 1.500.000. 
3) Memberikan perlindungan hingga usia 88 tahun. 
4) Tersedia dalam mata uang Rupiah 
5) Minimum uang pertanggungan adalah 125% dari kontribusi 
tunggal atau Rp. 15.000.000, mana yang lebih besar 
6) Tersedia fasilitas layanan medis darurat domestic dan 
Internasional dari SOS Internasional yang diberikan secara 
gratis untuk kontribusi tunggal mulai dari Rp. 100.000.000 
7) Pembagian surplus underwriting (jika ada) untuk semua 
peserta sesuai syarat dan ketentuan berlaku 
- Pilihan Dana Investasi 
Tersedia 2 jenis pilihan Dana Investasi berbasis syariah, 
yaitu:  
a) Salam Equity Fund Dana Investasi akan ditempatkan di 
saham syariah (>80%) dan pasar uang syariah (<20%). 
Dengan komposisi ini, Salam Equity Fund merupakan 
pilihan tepat untuk anda yang menginginkan hasil 
investasi yang tinggi sesuai dengan tingkat risiko yang 
akan ditanggung. 
b) Salam Balanced Fund Dana Investasi ini ditunjukkan 
untuk anda yang menginginkan hasil investasi optimal 
melalui penempatan alokasi investasi diberbagai 
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instrument investasi syariah. Dana investasi anda 
ditempatkan pada saham (<75%) dan atau pendapata 
tetap (<100%). 
- Pengelolaan Dana Investasi19 
a) Harga Unit dihitung secara harian dan kinerja dana 
investasi dapat dipantau dibeberapa surat kabar 
nasional terkemuka. 
b) Sun Life Financial Indonesia bekerjasama dengan 
manajer investasi terpercaya dan berkelas dunia untuk 
mengelola Dana Investasi. 
e. Brilliance Hasanah Maxima (Syariah) 
Brilliance Hasanah Maxima adalah produk kombinasi antara 
asuransi dan investasi yang memberikan manfaat asuransi jiwa 
syariah dan investasi yang dikelola dengan prinsip syariah. Produk 
ini juga dilengkapai dengan berbagai jenis manfaat asuransi 
tambahan dan memaksimalkan dana investasi melalui tambahan 
manfaat berupa bonus kontribusi dan bonus loyalitas, disertai 
dengan kesempatan pembagian surplus underwriting. 
 
 
 
 
                                                          
19 Sun Life Financial Syariah, produk-produk, dikutip dari http:// 
www.sunlife.co.id/Brillianceprice  diakses 23 Maret 2018. 
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Keunggulan:20 
1) Potensi pengembangan hasil investasi optimal sejak polis 
berlaku, dengan alokasi dana investasi 50% dari Kontribusi 
Asuransi Berkala (KAB) sejak tahun polis pertama. 
2) Potensi hasil investasi semakin maksimal dengan dua jenis 
bonus yang akan ditambahkan pada nilai dana investasi peserta. 
Bonus kontribusi mulai tahun ke-6 sebesar 5% dari KAB dan 
bonus loyalitas mulai tahun ke-11 sebesar 0,5% dari rata-rata 
dana investasi. 
3) Fleksibilitas dalam menentukan dan menambahkan nilai 
asuransi jiwa dan manfaat hidup sejak awal dan selama masa 
asuransi. 
4) Tambahan manfaat kematian atau cacat tetap total akibat 
kecelakaan 1 kali dari nilai asuransi jiwa. 
5) Masa asuransi sampai pihak yang diasuransikan berusia 100 
tahun. 
6) Pelayanan evakuasi media domestic dan internasional. 
 
 
 
                                                          
20 Sun Life Financial Syariah, Produk-Produk dikutip dari http:// www.sunlife.co.id, 
diakses pada 23 Maret 2018. 
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Dari 5 macam produk diatas, yang menjadi produk unggulan di Sun 
Life Financial Syariah Kartasura terdiri dari 3 macam yaitu sebagai 
berikut: 
a. Asuransi Brillian Ama>nah 
Dalam produk ini banyak diminati oleh banyak peserta karena 
peserta pasti menginginkan untuk dapat beribadah haji dan melangkah 
lebih dekat ke Baitullah, terutama bagi umat muslim. Banyak peserta 
dalam produk ini sejumlah 120 peserta. Dalam produk ini peserta 
dapat menabung untuk berangkat ke tanah suci. Dan di PT. Sun Life 
Financial Syariah Cabang Kartasura ini tidak menalangi 
pemberangkatan Haji atau umroh yang akan dilakukan oleh nasabah. 
Akan tetapi PT. Sun Life Financial Syariah ini hanya mengelola uang 
yang masuk dari peserta dan kemudian di investasikan yang akan 
mendapatkan bagi hasil, asumsi bagi hasil yang digunakan sebesar 
17%. Hasilnya tersebut akan digunakan untuk membiayai perjalanan 
ibadah haji serta akan mendapatkan santunan apabila dalam masa 
perjalanan haji atau umroh tersebut peserta tertimpa musibah.21 
Santunan yang akan diberikan perusahaan bukan hanya untuk 
peserta yang meninggal, akan tetapi untuk peserta yang mengalami 
sakit di perjalanan dan akan mendapatkan rawat inap dengan dibiayai 
                                                          
21 Bambang Taruno, Director Sun Life Financial Syariah Cabang Kartasura, Wawancara 
Pribadi, 28 Maret 2018, jam 09.30-10.00 WIB. 
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oleh perusahaan dengan menggunakan dana santunan telah diberikan 
oleh peserta tersebut. 22 
Besar kecilnya dana santunan dipengaruhi oleh besar kecilnya 
pembayaran premi perbulannya. Sehingga santunan yang didapatkan 
antara peserta satu dengan peserta lainnya jumlahnya akan berbeda.23 
b. Brillian Hasanah Sejahtera 
Dalam produk ini, bentuknya ialah proteksi dan investasi untuk 
jangka panjang dengan pembayaran premi berkala. Banyanya yang 
minat dalam produk ini sejumlah 100 peserta. Pembayaran dapat 
dilakukan oleh nasabah sesuai keinginan pencapaiannya serta sesuai 
kemapuan para peserta, sehingga dapat memenuhi kebutuhan 
keuangan di masa depan seperti biaya pendidikan, modal usaha, 
ibadah, pemikiran anak, dana hari tua tidak akan keberatan. 
c. Brillian Hasanah Fortune Plus 
Brilliance Hasanah Protection Plus adalah produk asuransi unit link 
kontribusi tunggal yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan 
perlindungan jiwa dan investasi, produk ini dikhususkan biasanya 
dipakai oleh seorang yang telah pension atau mempunyai uang yang 
lebih sehingga peserta tersebut menggunakan produk ini. Banyaknya 
peserta dalam produk ini sejumlah 80 peserta. 
      Dikarenakan 3 produk ini yang menurut agen dipasaran lebih 
efisien dan disukai oleh seseorang sehingga penjualan produknya 
                                                          
22 Ibid. 
23 Bambang Taruno, Director Sun Life Financial Syariah Cabang Kartasura, Wawancara 
Pribadi, 28 Maret 2018, jam 09.30-10.00 WIB. 
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lebih gampang. Jumlah keseluuan nasabah dalam 3 produk tersebut 
300 peserta. Sebelum memasarkan sebuah produk, seorang agen 
memperbandingkan terlebih dahulu mengenai kesesuaian produk yang 
harus dijualnya kepada nasabah supaya sasaran yang ditujukan dapat 
sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah. Sehingga seorang agen 
perlu betul mempunyai kemampuan dalam penguasaan produk-produk 
pemasarannya. Sehingga 3 produk ini menjadi produk unggulan di PT. 
Sun Life Financial Syariah Kartasura. Akan tetapi bukan hanya PT. 
Sun Life Financial Syariah Cabang Kartasura saja yang hanya 
mempunyai 3 produk unggulan diatas, PT. Sun Life Syariah lainnya 
juga kebanyakan yang produk paling laku di pasaran juga 3 produk 
tersebut. Karena 3 produk tersebut merupakan produk yang 
kebanyakan cocok dan diminati oleh calon nasabah.24  
3. Akad  Tabarru’. 
Akad tabarru’ merupakan dana kebajikan dengan tujuan untuk 
tolong menolong antar peserta asuransi syariah yangmana akan diberikan 
jika diantara mereka ada yang tertimpa musibah. Sehingga peserta yang 
tertimpa musibah akan mendapatkan santunan dari peserta lainnya. Dana 
tabarru’ awalnya berasal dari dana antar peserta saat pembayaran 
kontribusi (premi) yang dibayarkan per bulannya kemudian diambil 
                                                          
24 Ary Sandy, Senior Agency Sun Life Financial Syariah Cabang Kartasura, Wawancara 
Pribadi, 7 Mei 2018, jam 12.30-13.00 WIB. 
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sebagian dan dikumpulkan menjadi satu dengan dana peserta lainnya 
sebagai dana cadangan untuk tolong-menolong antar peserta. 25 
Dana tabarru’ yang didapatkan peserta satu dengan peserta lainnya 
tidak sama. Karena pendapatan dana tabarru’ dipengaruhi oleh besar 
kecilnya uang premi perbulannya yang masuk, apabila makin besar 
santunan yang diutamakan maka, hasil investasi akan sedikit. Karena 
peserta telah memprioritaskan proteksi untuk jiwanya bukan untuk 
investasi. 
Pada awal pengajuan keikutsertaan dalam asuransi syariah, calon 
peserta diberi kesepakatan untuk menghibahkan sebagian dananya untuk 
cadangan bagi peserta lain yang tertimpa musibah. Karena dalam 
asuransi syariah itu tujuannya bukan untuk kepentingan pribadi atau 
kepentingan yang bersifat komersial, akan tetapi untuk kepentingan 
tolong-tolong menolong antar peserta. Sehingga tolong-melolong antar 
peserta dapat dijadikan sebagai pedoman adanya asuransi syariah.26 
4. Mekanisme Pengelolaan dana tabarru’ 
Dalam asuransi syariah pengelolaan dana tabarru’ perlu diketahui 
terlebih dahulu mekanisme pengelolaannya, sehingga dapat mengetahui 
kesesuain praktik yang dilakukan dengan ketententuan yang telah 
ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Karena produk-produk yang ada 
                                                          
25 Bambang Taruno, Director Sun Life Financial Syariah Cabang Kartasura, Wawancara 
Pribadi, 28 Maret 2018, jam 09.30-10.00 WIB. 
26 Sri Harjani, Nasabah PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Kartasura, Wawancara 
Pribadi, 21 Mei 2018, jam 11.30-12.00. 
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dalam asuransi syariah berada dalam wewenang Majelis Ulama Indonesia 
dan di kuasakan kepada Dewan Pengawas Syariah supaya dapat 
mengontrol jalannya produk-produk yang telah dibuatnya.27  
Dalam pelaksanaan penjualan produk-produk yang dilakukan oleh 
seorang agen, maka terlebih dahulu seorang agen menawarkan produk-
produk yang sekiranya cocok digunakan oleh seorang calon peserta 
(nasabah). Para peserta di jelaskan terlebih dahulu mengenai  dana 
santunan yang akan dikeluarkan terhadaap pembayaran premi yang 
dilakukan per bulannya. Sehingga setiap premi yang masuk peserta 
(nasabah) akan mengetahui biaya-biaya yang dikeluarkannya.28 
Dewan Pengawas Syariah berperan aktif dalam mengawasi 
perjalanan praktik dalam penjualan produk-produk asuransi syariah, 
sehingga dalam praktiknya harus benar-benar di awasi supaya sesuai 
dengan ketentuan yang telah dibuat oleh Dewan Syariah Nasional yaitu 
berupa Fatwa-fatwa yang berhubungan dengan asuransi syariah. 29 
Pengelolaan dana tabarru’ dikelola langsung secara terpusat di 
kantor pusat PT. Sun Life Financial Syariah yang berada di Jakarta, akan 
tetapi ada beberapa aspek yang kantor cabang juga ketahui meliputi:30 
                                                          
27 Bambang Taruno, Director Sun Life Financial Syariah Cabang Kartasura, Wawancara 
Pribadi, 28 Maret 2018, jam 09.30-10.00 WIB. 
 
28 Sri Harjani, Nasabah PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Kartasura, Wawancara 
Pribadi, 21 Mei 2018, jam 11.30-12.00. 
 
29 Ary Sandy, Senior Agency Sun Life Financial Syariah Cabang Kartasura, Wawancara 
Pribadi, 7 Mei 2018, jam 12.30-13.00 WIB 
 
30 Ibid,.  
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a. Pembayaran Premi  
Premi dibayar pada waktu kesepakatan pertama setelah mendaftar 
Surat Pendaftaran Asuransi Jiwa. Seorang peserta pada awal 
pembayaran premi telah dijelaskan oleh seorang agen mengenai 
beberapa ketentuan saat pembayaran premi dilakukan, sehingga 
peserta sudah mengetahui dana yang masuk akan dibagi-bagi menjadi 
beberapa potongan-potongan seperti biaya admistrasi perbulannya 
sehingga peserta tau betul mengenai uang premi yang disetorkan tiap 
bulannya. Setelah menjadi peserta setiap peserta akan mendapatkan 
link untuk memantau dana yang telah disetorkan tiap bulannya.31  
Premi akan dikelola oleh perusahaan dan pengelolaannya dibagi 
menjadi tiga: 
1) Dikelola secara tabarru’ yaitu yang berfungsi untuk membayar 
santunan kepada peserta yang meninggal. Sehingga sifat dana 
tabarru’ ialah menolong sesama anggota asuransi. 32Jadi dana 
tabarru’ ini bukan merupakan dana yang digunakan untuk tujuan 
komersial yang dapat menguntungkan diri sendiri, melainkan juga 
untuk membantu orang lain yang sedang dalam musibah seperti 
meninggal dunia. Dana tabarru’ berasal dari uang premi yang 
                                                          
31 Sri Harjani, Sebagai Nasabah PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Kartasura, 
Wawancara Pribadi, 21 Mei 2018, 11.30-12.00. 
 
32 Bambang Taruno, Sebagai Director PT. Sun Life Financial Syariah Caabang Kartasura, 
Wawancara Pribadi, 28 Maret 2018, jam 09.30-10.00 WIB. 
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masuk dari nasabah, kemudian dipotong biaya administrasi dan 
investasi dan sisanya baru di investasikan untuk dana tabarru’. 
Dana tersebut akan diputar di saham equita sehingga asumsi yang 
digunakan bagi hasil antara perusahaan dan nasabah sebesar 17%.  
2) Dari segi biaya 
Yaitu untuk keperluan yang ada dalam perusahaan tersebut 
meliputi: 
a). Segel polis 
b). Komisi agen 
3) Investasi  
Di PT. Sun Life Financial Syariah, akan menginvestasikan dana 
yang masuk dari para peserta ke lembaga yang berbasis syariah 
yang mana di lembaga tersebut ada bagi hasilnya. Sehingga bagi 
hasil akan diberikan untuk peserta dan untuk perusahaan. Bagi 
hasil yang diberikan kepada peserta sebesar 70% dan untuk 
perusahaan 30%. 
b. Jalannya investasi. 
Dalam asuransi Sun Life Financial Syariah pengelolaan investasi 
dikelola oleh kantor pusat dan di investasikan di Jakarta Islamic Indek 
(JII) sehingga akan mendapatkan bagi hasil yang akan diberikan anatara 
peserta dan perusahaan. Pembagian bagi hasil diberikan 30% untuk 
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perusahaan dan 70% untuk peserta.33 Dalam pengelolaan investasinya 
tidak mungkin di investasikan kepada perusahaan yang berbasis 
konvensional, karena Sun Life Financial Syariah sudah mempunyai 
ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Dewan Pengawas Syariah. 
Dewan Pengawas Syariah di PT. Sun Life Financial Syariah berperan 
aktif mengawasi jalannya produk-produk yang telah diterbitkannya.34 
c. Jika terdapat kelebihan (surplus underwriting) 
Surplus under writing berasal dari dana tabarru’ yang diagunkan untuk 
memberikan santunan kepada orang yang meninggal. Sehingga dalam 
satu tahunnya perusahaan telah menyiapkan dana santunan untuk 
beberapa orang yang yang meninggal. Apabila dana yang disiapkan untuk 
santunan kepada orang meninggal masih tersisa maka dana tersebut 
merupakan dana kelebihan atau surplus underwriting. Kelebihan atau 
surplus underwriting tersebut akan dibagi secara proporsional sesuai 
besar kecilnya uang peserta yang masuk. Dana yang tersisa, sebagian 
dana dapat disimpan sebagai dana cadangan dan ketentuan tersebut telah 
disepakati oleh para peserta. 
d. Terdapat kerugian (deficit underwriting) 
Jika terjadi deficit underwriting, perusahaan akan meminjamkan biaya 
untuk memberikan santunan kepada orang yang meninggal. Akad yang 
digunakan berupa akad qard} yaitu memberikan pinjaman kepada 
                                                          
33 Bambang Taruno, Director Sun Life Financial Syariah Cabang Kartasura, Wawancara 
Pribadi, 28 Maret 2018, jam 09.30-10.00 WIB. 
 
34 Bambang Taruno, Direktor Sun Life Financial Syariah Cabang Kartasura, Wawancara 
Pribadi, 28 Maret 2018, jam 09.30-10.00 WIB. 
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perusahaan tersebut tidak dengan memberikan imbalan. Sehingga 
pengembalian pinjaman tersebut menunggu perusahaan mempunyai dana 
tabarru’ yang terkumpul kembali dan stelah itu baru dikembalikan serta 
tidak ada pungutan biaya atau imbalan sedikitpun ke perusahaan yang 
mengalami deficit.35 
e. Jika terjadi klaim. 
Sumber pembayaran klaim dari asuransi syariah bersumber dari 
rekening tabarru’ yang diperoleh dari semua peserta asuransi dengan 
prinsip saling menanggung dimana antara peserta satu dengan peserta 
lainnya bersama-sama menanggungnya. Klaim terdiri dari 3 macam: 
1) Klaim habis kontrak yaitu apabila peserta telah menyelesaikan 
kontraknya. Maka pada yang bersangkutan akan dibayar sejumlah 
dana investasi dan pengembangannya.  
2) Klaim meninggal apabila didalam masa asuransi masih aktif peserta 
meninggal dunia, maka akan dibayarkan santunan sejumlah uang 
petanggungan dan dana investasi serta hasil pengembangan. 
3) Klaim penebusan apabila peserta belum menyelesaiakan kontraknya 
tetapi bermaksud untuk memberhentikan pembayaran dan mengambil 
nilai tunai, kepada yang bersangkutan dibayarkan nilai tunai jumlah 
yang berjalan dan hasil pengembangan.36 
                                                          
35 Bambang Taruno, Direktor Sun Life Financial Syariah Cabang Kartasura, Wawancara 
Pribadi, 28 Maret 2018, jam 09.30-10.00 WIB. 
 
36 Ibid. 
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  Apabila peserta ingin mengajukan klaim, dalam asuransi syariah telah 
disebutkan macam-macam golongannya, sehingga akan tau betul berapa uang 
pertanggungan yang akan kembali. Dan dalam asuransi syariah jika yang 
mengajukan klaim terutama klaim meninggal mereka akan mendapatkan 
santunan dari perserta lainnya. Adapun untuk asuransi konvensional murni dari 
rekening perusahaan. Sehingga hasil yang didapatkan tidak dengan jumlah 
sedikit. 37 
                                                          
37 Ibid,.  
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  BAB IV 
PENGELOLAAN DANA TABARRU’ PADA ASURANSI DAN 
REASURANSI SYARIAH 
 
A. Pengelolaan dana tabarru’  di PT. Sun Life Financial Syariah Cabang 
Kartasura 
Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah adanya unsur tolong-
menolong antar peserta asuransi. Tolong-menolong dalam asuransi syariah 
diwujudkan dalam bentuk memberikan dana tabarru’ kepada peserta lain 
yang tertimpa musibah. Dana tabarru’ dapat juga dikatakan sebagai dana 
hibah atau dana yang diberikan kepada orang lain yang mengalami musibah 
dan dana yang telah diberikan tidak boleh diambil kembali, sehingga dana 
tersebut sudah menjadi milik penerima dana tabarru’ (dana hibah) tersebut. 
Dana tabarru’  yang diserahkan kepada pengelola harus diiringi 
dengan niat ikhlas untuk tujuan tolong-menolong tanpa adanya harapan 
mendapatkan imbalan atas apa yang telah diberikan. Yang hanya bisa 
diharapkan peserta ialah imbalan  pahala dari Allah SWT. Dalam 
mengharapkan imbalan dari Allah SWT, maka setiap umat muslim berusaha 
untuk menjalankan ajaran Islam secara sempurna tidak hanya dalam bidang 
ibadah, tetapi juga dalam bidang muamalah. Majelis Ulama Indonesia 
melalui Dewan Syariah Nasional melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah, sehingga praktik pelaksanaan 
ekonomi syariah tidak bisa dijadikan sebagai bahan penyelewengan 
terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah. 
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Pengawasan tersebut dapat memberikan dampak yang besar tehadap 
Lembaga Keuangan Syariah untuk dapat berjalan sesuai dengan prisip 
syariah. Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi pelaksanaan akad 
tabarru’ agar sesuai dengan prinsip syariah maka, dikeluarkan Fatwa Dewan 
Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ pada 
Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.  
Mekanisme pengelolaan dana tabarru’ dikelola langsung secara 
terpusat di kantor pusat PT. Sun Life Financial Syariah yang berada di 
Jakarta, hanya terdapat beberapa aspek yang dikelola oleh PT. Sun Life 
Financial Syariah Cabang Kartasura yaitu: 
1. Premi  
Premi yang dapat diartikan sebagai jumlah dana yang harus 
dibayarkan    kepada pengelola risiko untuk memperoleh pertanggungan 
asuransi yang diinginkan. Premi yang masuk akan dibagi menjadi 3 
bagian: 
a. Untuk tabarru’ yaitu digunakan untuk membayar santunan apabila 
peserta ada yang tertimpa musibah. Santunan diberikan kepada 
nasabah sesuai dengan besar kecilnya uang premi yang masuk 
perbulannya. Dana tabrru’ yang masuk itu di kumpulkan menjadi satu 
kemudian di investasikan ke sector yang berbasis syariah dan hasilnya 
akan dibagi antara pengelola dan nasabah. Mengapa perusahaan 
mendapatkan bagi hasil, karena perusahaan ialah pengelola uang 
tersebut, sehingga uang yang diberikan kepada perusahaan itu bukanla 
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dianggap sebagai uang potongan melainkan uang upah yang telah 
disepakati antara nasabah dengan perusahaan diawal kontrak asuransi 
dimulai.  Sehingga peserta yang tertimpa musibah akan mendapatkan 
uang santunan dari perusahaan tersebut setelah didihitung 
pengurangan biaya upah yang diberikan untuk perusahaan.   
b. Untuk biaya, yaitu untuk segel polis serta untuk komisi bagi agen 
karena perusahaan itu sebagai karyawan akan mendapatkan ujrah 
terhadap pengelolaan yang dilakukan. Maka biaya upah yang 
diberikan tersebut tdak disebutkan sebagai uang riba, yang mana uang 
yang diberikan kepada perusahaan tersebut merupakan uang bayaran 
yang diberikan nasabah atas jasa pegelolaan uang yang diberikan oleh 
seorang nasabah. 
c. Untuk investasi yaitu uang premi yang masuk diinvestasikan 
diperusahaan dimana perusahaan tersebut  sudah berbasis syariah dan 
didalam perusahaan tersebut terdapat bagi hasil yangmana hasil dari 
investasi akan diberikan kepada peserta dan perusahaan. Sehingga 
peserta akan mendapatkan bagi hasil sebesar 70% dan untuk 
perusahaan 30%.  
2. Investasi  
Perusahaan mengumpulkan dana tabarru’ dan setelah terkumpul 
semuanya, perusahaan akan menginvestasikan kepada perusahaan sector 
lain yang sesuai dengan syariah. Bentuk investasi tersebut berupa 
deposito, saham, dan sebagian besar di investasikan dalam bentuk 
82 
 
deposito, karena perusahaan tersebut akan merasakan lebih aman 
terhadap investasi dana tabarru’ yang dilakukan. Hasil investasi yang 
didapatkan oleh seorang nasabah terantung pada kondisi ekonomi 
negara. Sehingga apabila terjadi naik turunnya saham yang ada di negara 
ini akan menjadi resiko oleh nasabah. Akantetapi di PT. Sun Life 
Financial Syariah ini asumsi hasil investasi akan diberikan kepada 
nasabah itu sebesar 17%  sehingga tergolong lebih tinggi hasilnya 
dibandingkan pembagian bagi hasil 5 tahun yang lalu 22%-24%. 
3. Keuntungan  
 Dalam asuransi syariah apabila terjadi keuntungan atas dana 
tabarru’,  maka dapat dilakukan beberapa alternatif yang seluruhnya bisa 
dijadikan sebagai dana cadangan dalam akun tabarru’, dan juga dana 
tersebut dapat dibagikan kepada peserta lainnya dan atas dasar 
persetujuan oleh peserta tersebut. 
   Pada PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Kartasura, apabila 
terdapat keuntungan, perusahaan terebut juga akan memasukkan dana 
cadangan tersebut ke dalam akun tabarru’ yang telah mendapatkan 
persetujuan dari para nasabah. Dan juga akan dibagikan kepada para 
peserta, akantetapi pembagian tersebut harus terdapat persetujuan oleh 
peserta itu sendiri. Keuntungan berasal dari anggaran yang telah 
disediakan oleh perusahaan yang tidak terpakai karena jumlah anggaran 
yang yang disediakan tiak sama dengan berapa yang dianggarkan, 
sehingga terdapat sisa anggaran tersebut. 
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4. Klaim  
Klaim adalah hak peserta asuransi yang diberikan oleh perusahaan 
asuransi sesuai dengan akad yang disepakati. Sumber pembiayaan klaim 
berasal dari rekening dana tabarru’. Klaim terdiri dari 3 macam: 
a) Klaim habis kontrak yaitu apabila peserta telah menyelesaikan 
kontraknya. Maka pada yang bersangkutan akan dibayar sejumlah 
dana investasi dan pengembangannya. Sehingga peserta tidak akan 
mendapatkan potongan disaat pengambilannya, dikarena peserta 
dapat menyelesaikan pertanggungannya sesuai kepekatan diawalnya. 
Syarat-syarat pengajuan meliputi KTP, Buku Tabungan, Polis. 
b) Klaim meninggal apabila didalam masa asuransi masih aktif peserta 
meninggal dunia, maka akan dibayarkan santunan sejumlah uang 
petanggungan dan dana investasi serta hasil pengembangan yang 
berupa penumpulan dana santunan antar peserta. Syarat pengejuan 
klaim berupa surat kematian yang berasal dari wilayah setempat. 
c) Klaim penebusan apabila peserta belum menyelesaiakan kontraknya 
tetapi bermaksud untuk memberhentikan pembayaran dan mengambil 
nilai tunai, kepada yang bersangkutan dibayarkan nilai tunai jumlah 
yang berjalan dan hasil pengembangan. Syarat-syarat pengajuan 
meliputi KTP, Buku Tabungan, Polis.1 
                                                          
1 Bambang Taruno, Director Sun Life Financial Syariah, Wawancara Pribadi, 28 Maret 
2018, jam 09.30-10.00 WIB. 
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Akantetapi di PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Kartasura 
yang peneliti angkat sebagai tempat penelitian ini belum pernah ada 
peserta yang mengajukan klaim. Sehingga data-data perusahaan tersebut 
menyebutkan sebagaimana mestinya yang baru terjadi diperusahaan 
tersebut. Dikarenakan perusahaan tersebut berdiri tepat pada 2 tahun. 
 Untuk menanggulangi sebuah risiko, maka perushaan asuransi 
syariah bekerja sama dengan perusahaan reasuransi syariah untuk 
melindungi dan saling tolong-menolong diantara sejumlah asuransi 
syariah melalui investasi dalam bentuk dana tabarru’ atau juga 
menggunakan akad waka>lah bil ujrah yang memberikan pola 
pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai 
dengan syariah. 
B. Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional terhadap Pengelolaan Dana 
Tabarru’ di PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Kartasura 
Melihat dari isi penjelasan yang sudah tertulis dalam Fatwa Dewan 
Syariah Nasional, penulis menganalisis terhadap pengelolaan dana tabarru’ 
pada PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Kartasura sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditulis dalam Fatwa DSN No. 53. DSN-MUI/III/2006, 
dalam ketentuan hukumnya yaitu: 
1. Akad tabarru’ merupakan akad yang harus melekat pada  asuransi 
syariah. 
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2. Akad tabarru’ pada asuransi syariah adalah semua bentuk akad yang 
dilakukan antar peserta pemegang polis.2 
PT. Asuransi Sun Life Financial Syariah cabang Kartasura ini adalah 
perusahaan asuransi syariah yang bergerak pada asuransi jiwa dan 
perusahaan tersebut telah menerapkan akad tabarru’ pada semua produk 
yang ada: 
1. Akad  
Berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 53/DSN-MUI/III/2006 dalam  
bentuk akad tabarru’ pada asuransi syariah adalah akad yang dilakukan 
dalam bentuk hibah dengan tujuan tolong menolong anatara peserta satu 
dengan peserta lainnya, sehingga dana tersebut bukan termasuk dana 
yang digunakan untuk tujuan komersial.3 
Hal tersebut diterapkan oleh PT. Sun Life Financial Syariah 
Cabang Kartasura, dalam melakukan transaksinya dengan peserta 
asuransi: 
a) Berdasarkan akad waka>lah bil ujrah. 
Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 52/DSN-MUI/III/2006, akad 
waka>lah bil ujrah ialah pemberian kuasa dari peserta kepada 
                                                          
2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru’ 
Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. 
 
3 Fatwa Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ Pada Asuransi Syariah dan 
Reasuransi Syariah. 
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perushaan asuransi untuk mengelola dana peserta. Akad ini diterapkan 
pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan maupun non 
tabungan. Yang objeknya meliputi: kegiatan administrasi, 
pengelolaan dana maupun dana yang berkaitan dengan perusahaan. 
Perusahaan menggunakan akad waka>lah bil ujrah hal ini 
berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 52 DSN-
MUI/III/2006 dalam bentuk akad wakalah bil ujrah, dimana peserta 
memberikan ama>nah kepada PT. Sun Life Financial Syariah untuk 
mengelola uang premi (kontribusi) yang disetor perbulannya menjadi 
tabungan dan dana tabarru’ (dana hibah). Perusahaan mendapatkan 
jasa ujrah dari peserta atas pengelolaan dana tabarru’ yang dilakukan 
oleh PT. Sun Life Financial Syariah. 
b) Berdasarkan akad tabarru’  
Akad tabarru’ iuran kebajikan yang diniatkan oleh seorang 
peserta untuk memberikan dana tolong-menolong kepada peserta lain 
yang tertimpa musibah.4 Akad tabarru’ merupakan akad yang harus 
melekat pada asuransi syariah.5 
Di PT. Sun Life Financial Syariah menyebutkan bhwa akad 
tabarru’ merupakan akad yang digunakan untuk saling menolong 
antara peserta satu dengan peserta lainnya. Peserta mengeluarkan 
                                                          
4 Khoiril Anwar, Asuransi Syariah Dalam Perspektif Praktis (Life Insurance), Surakarta: 
Hafs Media, 2006, hlm. 37. 
 
5 Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006. 
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sebagian dana preminya untuk disetorkan sebagai dana hibah atau 
setoran dana tabarru’ untuk memberikan bantuan kepada peserta lain 
yang tertimpa musibah. uang pertanggungan (up) berasal dari premi 
tabarru’, maka semakinbesar uang pertanggungan yang diinginkan 
maka makin besar dana tabarru’ yang didapatkannya. Jika masih 
terdapat surlus pada dana tabarru’ peserta sebelumnya diberitahu 
mengenai itu dan peserta menyetujui jika dana tersebut dijadikan 
sebagai cadangan dana tabarru’, kemudian dana itu dibagikan kepada 
peserta dan ke perusahaan. 
2. Kedudukan Para Pihak dalam Akad tabarru’ 
Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53 DSN-
MUI/III/2006 yaitu, dalam akad tabarru’ (dana hibah), peserta 
memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong antar 
peserta yang tertimpa musibah. Secara individu, peserta merupakan 
pihak yang berhak menerima dana tabarru’ dan penanggung atas dana 
tabarru’. Perusahaan asuransi ialah sebagai pengelola dana hibah, atas 
dasar waka>lah daripada peserta selain pengelolaan investasi. 
Pada PT. Asuransi Sun Life Financial Syariah Cabang Kartasura, 
menerapkan semua pesertanya untuk menyertakan dana tabarru’ yang 
akan dihibahkan kepada para peserta yang lain dana para peserta berhak 
menerima dana tabarru’ tersebut karena tujuan dari dana tabarru’ 
adalah untuk menolong para peserta yang terkena musibah. Dari awal 
para peserta dikasih tau terlebih dahulu oleh perusahaan mengenai 
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penyertaan dana tabarru’ digunakan untuk membantu peserta lain yang 
tertimpa musibah, serta disertakan juga mengenai ujrah, karena dalam 
polis tercantum alokasi dana yang menyatakan dana tabarru’ 50 dan 
dana ujrah 50%. 
3. Pengelolaan  
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 
menyatakan bahwa pengelolaan asuransi syariah dan reasuransi syariah 
hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai 
pemegang amanah. Pembukuan dana tabarru’ harus terpisah dari dana 
yang lainnya. Dan hasil dari investasi dana tabarru’ menjadi hak peserta 
itu sendiri dan dibukukan dalam akun tabarru’. 
PT. Asuransi Sun Life Financial Syariah Cabang Kartasura, dalam 
pengelolaan dana tabarru’ itu dikelola secara langsung oleh kantor PT. 
Asuransi Sun Life Financial Syariah yang berada di Jakarta. Pembukuan 
dana tabarru’ dipisahkan dengan pembukuan dana lainnya. Sehingga 
tidak terjadinya percampuran anatara pembukuan uang yang satu dengan 
uang yang lainnya. Dan perusahaan akan terlelihat lebih jelas dalam 
pelaksanaan perhitungannya. Sehingga pengelolaan yang dilakukan 
dapat diketahui sesuai dengan fatwa yang telah dibuat oleh Dewan 
Syariah Nasional ataupun tidak. Karena akun tabarru’ merupakan 
tabungan yang dikhuskan untuk menyimpan uang santunan sehingga 
penempatannya tidak boleh disamakan dengan uang investasi dana 
lainnya.  
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a) Surplus Underwriting 
Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 53/DSN-
MUI/III/2006, apabila perusahaan mempunyai surplus underwriting 
atas dana tabarru’ maka ada beberapa alternatif yang dilakukan oleh 
perusahaan. Perusahaan akan membagikan dana tersebut sesuai 
dengan besar kecilnya uang peserta yang masuk serta sebagai dana 
cadangan tabarru’ untuk tahun yang akan datang. 
Perusahaan asuransi Sun Life Financial Syariah Cabang 
Kartasura jika terdapat surplus underwriting, uang tersebut berasal 
dari dana tabarru’ yang pertahunnya telah dipersiapkan untuk berapa 
orang yang tertimpa musibah, sehingga perusahaan mempunyai 
perkiraan terhadap orang yang tertimpa musibah,  dana tersebut akan 
dikembalikan secara proporsional sesuai dengan besar kecilnya uang 
peserta yang masuk. Dan juga dana tersebut akan digunakan sebagai 
dana cadangan untuk tahun yang akan datang. Penggunanaa dana 
tersebut harus terdapat esepakatan dengan nasabah terlebih dahulu, 
sehingga yang dapat menentukan boleh tidaknya maupun mau 
digunakan yangmana ialah keputusan nasabah, fan perusahaan ialah 
sebagai pelaksanaan atas keingan para nasabah. 
b) Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Np. 53/DSN-
MUI/III/2006, jika terjadi deficit underwriting atas dana tabarru’,   
maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut 
dalam bentuk dana pinjaman (qardh). Perusahaan Sun Life Financial 
90 
 
Syariah Cabang Kartasura jika terdapat deficit underwriting dana 
tabarru’ pada perusahaan, maka perusahaan akan melakukan 
penalangan terhadap kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman 
(qard}}). Cara pengembalian dana talangannya akan diberikan setelah 
dana tabarru’ terkumpul kembali, sehingga tidak ada tambahan dalam 
bentuk apapun dan modelnya hanyalah sebagai pinjaman biasa tanpa 
adanya tambahan dana lainnya. Sehingga akad qard}  (pinjaman) yang 
diberikan oleh perusahaan tersebut benar-benar murni tanpa adanya 
pungutan biaya sedikitpun. Sehingga tolong-menolong yang 
dilakukan antar perusahaan tersebut merupakan tolong-menolong 
yang murni tanpa ada imbalan apapun.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Dana tabarru’ dikelola oleh perusahan dengan tujuan untuk 
mendapatkan bagi hasil. Bagi hasil akan diberikan untuk peserta sebagai 
pemilik dana dan perusahaan sebagai pengelola dana tersebut. Sehingga 
peserta akan mendapatkan bagi hasil sebesar 70% dan perusahaan akan 
mendapatkan 30%. Perusahaan akan menginvestasikan dana tabarru’ 
yang telah terkumpul ke lembaga lain yang berbasis syariah, supaya 
terhindar dari maysi>r, gharar, riba. Hasil investasi yang akan diberikan 
pertahunnya sejumlah 17%. Investasi yang dilakukan perusahaan juga 
berupa deposito, karena deposito dianggap sebagai bentuk investasi 
yang aman. Untuk menanggulangi terjadinya perusahaan mengalami 
pailit, maka perusahaan asuransi melimpahkan pertanggungannya ke 
reasuransi syariah, yaitu untuk memberikan pertanggungan ulang 
perusahaan dan menanggung risiko perusahaan asuransi syariah 
tersebut. 
2. Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional terhadap kesesuaian 
pelaksanaan dana tabarru’ pada PT. Sun Life Financial Syariah cabang 
Kartasura yang dimulai dari ketentuan akad, kedudukan para pihak 
dalam akad tabarru’, pengelolaan, surplus underwriting, deficit 
underwriting di perusahaan tersebut menurut pengamatan peneliti 
dengan menggunakan fatwa yang telah ditentukan oleh Dewan Syariah 
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Nasional yaitu Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 telah sesuai dengan 
konsep-konsep yang ada dalam fatwa ini. 
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A. Saran 
1. Perlu diadakannya sosialisasi yang lebih luas supaya masyarakat lebih 
memilih berasuransi secara syariah di PT. Sun Life Financial Syariah, 
yang sampai saat ini dipandang sebagai asuransi yang murni syariah. 
2. Telah menerapkan ketentuan syariah sebagaimana yang diatur dalam al-
qur’an, hadist, serta Fatwa DSN-MUI No. 52 tahun 2006 yang 
membahas tentang cara pengelolaan dananya dikelola secara syariah, 
sehingga akan menjadikan masyarakat lebih tertarik dan percaya untuk 
berinvestasi dan menghibahkan atau mendermakan dananya untuk 
membantu orang lain. 
3. Untuk masyarakat, sebagai seorang muslim hendaknya bermuamalah 
yang secara syariah dengan menggunakan lembaga asuransi syariah 
supaya terhindar dari gharar, riba dan maisyir>r. 
4. Akibat adanya keterbatasan pada penelitian ini yang hanya 
mendeskripsikan mekanisme pengelolaan dana tabarru’ secara umum, 
maka bagi para peneliti yang selanjutnya hendaknya meneliti 
mekanisme pengelolaan dana tabarru’ pada perusahaan pusat sehingga 
hasil penelitian tersebut lebih detail dalam perhitungannya. 
 
